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Abstract 

 

The recognition of a brand to become a well-known/famous mark can further 

trigger acts of brand infringement both on a national and international scale. Mark 

violations that occur in Indonesia are still relatively high, illegal use or imitation 

of marks not only on domestic brands but also on foreign brands is also a target. 

Issues regarding well-known brands are sometimes not easy to decide, because of 

the "famous" adjective that makes the brand different from brands in general, for 

example the Nike brand circulating in Indonesia. The formulation of the problems 

in this paper are (1) How is the legal protection of the famous Nike brand in 

practice in Yogyakarta and (2) What are the legal factors that cause the famous 

Nike brand products in Yogyakarta not to be legally protected. This writing uses a 

research method with the type of empirical research using primary data, namely 

interviews and distribution of questionnaires to traders who sell the famous Nike 

trademark and buyers. The results of this study are that legal protection for 

holders of the well-known Nike trademark in Indonesia is not protected on the 

grounds that the licensee does not make a complaint to the authorities, there is still 

a lack of supervision and enforcement by the authorities against traders who claim 

to be selling original Nike brand goods in below Nike's official retail price and 

there is no explicit and clear regulation regarding the standardization of 

collaborating in Indonesia. Legal factors that cause famous Nike brand products in 

Indonesia are not legally protected, namely the fragility of law enforcement and 

the awareness of brand holders in cases of counterfeiting well-known foreign 

brands, legal protection is in accordance with applicable regulations even though 

there are several obstacles that often occur, law enforcement is not optimal , 

inadequate facilities and amenities, weak public legal awareness, and economic 

factors. 

 

Keywords: Trademark, Imitation, Legal Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan merek dagang dimaksudkan untuk membedakan suatu 

produk dan/atau jasa dengan produk dan/atau jasa lainnya. Dalam kasus 

seperti itu, merek mulai berfungsi sebagai alat yang berbeda, baik untuk 

produk maupun layanan. Merek dagang mempengaruhi penjualan barang 

dan/atau jasa. Berdasarkan nama merek, banyak konsumen menjadi lebih 

akrab dengan merek tersebut, dan kemudian muncul kata yang terkenal. 

Model ini adalah impian dan pilihan pertama dari semua tingkatan pembeli.1 

Tata cara perlindungan merek terkenal terdapat dalam Pasal 21 ayat 

(1) huruf b dan c Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Daerah yang 

menyatakan segera ditolak apabila merek tersebut telah persamaan dan 

perbedaan. atau pada umumnya dengan merek terkenal orang lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal orang lain untuk barang 

dan/atau jasa yang tidak sejenis dan memenuhi persyaratan tertentu.2 

Kriteria merek terkenal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek 

("Permenkumham 67/2016"). Dalam pasal 18 Permenkumham 67/2016. 

Tata cara mengidentifikasi merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c dilakukan dengan mempertimbangkan 

                                                 
1 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: Alumni, 2015), 100. 
2 Pasal 21 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut pada bidang jasa yang 

bersangkutan.  

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat 

konsumen atau masyarakat umum yang menjalin hubungan baik pada 

tingkat produksi, promosi, distribusi, dan penjualan produk dan/atau jasa 

yang disimpan oleh label.  

Penetapan kriteria suatu merek sebagai merek terkenal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat 

pengetahuan atau penerimaan masyarakat terhadap merek tersebut dan 

sektor jasa terkait sebagai merek terkenal. Merek, volume penjualan produk 

dan/atau jasa serta keuntungan dari penggunaan merek pemilik, pangsa 

pasar yang dikuasai oleh Merek dalam hal pendistribusian produk dan/atau 

jasa di dalam negeri. 

Luasnya tempat Merek digunakan juga menentukan kriteria merek 

terkenal dan waktu penggunaan Merek, kekuatan dan promosi Merek, 

termasuk nilai investasi yang digunakan. untuk promosi, pendaftaran Merek 

atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain, tingkat keberhasilan 

penegakan hukum di bidang Merek, terutama dalam hal pengakuan Merek 

tersebut sebagai Merek Terkenal oleh orang-orang yang memenuhi syarat. 

hak; atau nilai tambah Merek yang diperoleh berkat reputasi dan janji 

produk dan/atau layanan yang dilindungi oleh Merek. 

elain itu, merek dagang terkenal dilindungi oleh perjanjian 

internasional, misalnya Perjanjian Paris untuk Perlindungan Kekayaan 
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Industri ("Konvensi Paris") dan Perjanjian tentang Aspek Terkait 

Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual ("Perjanjian TRIPS"). 

Paris Convention on Trafficking mensyaratkan negara-negara anggota 

untuk melindungi merek dagang terkenal meskipun merek dagang tersebut 

tidak terdaftar atau digunakan di negara tersebut. Perlindungan untuk merek 

terkenal yang tidak didaftarkan berdasarkan Perjanjian Paris terbatas pada 

barang dan jasa yang serupa atau mirip dengan yang terkait dengan Merek 

tersebut dan dalam hal penggunaan dapat menimbulkan kebingungan.3 

Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar 

dapat diadili di pengadilan niaga atas penggunaan merek secara tidak sah 

dengan satu poin atau secara umum untuk produk dan/atau tugas serupa, 

dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian praktik penggunaan 

merek.4  

Selain menyelesaikan gugatan melalui pengadilan niaga, pihak ketiga 

dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa 

lainnya.5  

Dalam hal sanksi terhadap penggunaan merek yang sejenis dengan 

merek terdaftar secara tidak sah dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 

100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Daerah, dengan 

batasan pidana penjara. 4 s/d 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 

miliar Tindak pidana di atas merupakan aduan sehingga hanya dapat 

dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari pemilik merek terdaftar 

                                                 
3 Pasal 6bis ayat (1) Paris Convention 
4 Pasal 83 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
5 Pasal 93 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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dan/atau pemegang merek terdaftar.6  

Menyalahartikan merek sebagai merek terkenal/terkenal dapat 

memicu pelanggaran merek nasional dan internasional.7 Gatot Supromo 

mengatakan pelanggaran merek di Indonesia masih sangat tinggi, 

penggunaan ilegal atau peniruan merek tidak hanya terhadap merek dalam 

negeri, tetapi merek asing dilindungi. Pertanyaan tentang merek terkenal 

terkadang tidak mudah, karena kata sifat "terkenal" berbeda dengan merek 

dan merek pada umumnya, misalnya merek Nike yang beredar di 

Indonesia.8 

Nike telah beroperasi di Indonesia sejak 1988, dan sekarang hampir 

sepertiga dari sepatunya diproduksi di sana. Koordinator Nike di Indonesia 

merupakan Azam Fatoni. Meski Nike jauh dari Amerika Serikat, aktivitas 

Nike di Indonesia dikontrol ketat. Pabrik Nike di Indonesia menguji kualitas 

dan proses manufaktur untuk memenuhi standar Nike sendiri. Oleh lantaran 

itu, tidak perlu khawatir dengan penurunan kualitas dibandingkan dengan 

situasi di Amerika Serikat. Konsumen akan menemukan pabrik Nike di 

daerah di mana industri tertentu masih berkembang. Seringan di Tangerang, 

Serang, dan Jakarta Barat.9 

Terdaftar dan Dilindungi Selain di sekitar negara di seluruh dunia, 

                                                 
6 Pasal 103 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
7 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 4. 
8 Tommy Hendra Purwaka, ed, Perlindungan Merek (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2017), 24. 
9 Reza Andrian, “Mengulik Sejarah Nike Merek Sepatu yang Terkenal dengan Logo Swoosh-nya,” 

diakses 3 Mei 2022, https://highlight.id/sejarah-awal-mula-bisnis-nike-merek-fashion-sepatu-dari-

masa-ke-masa/. 

https://highlight.id/sejarah-awal-mula-bisnis-nike-merek-fashion-sepatu-dari-masa-ke-masa/
https://highlight.id/sejarah-awal-mula-bisnis-nike-merek-fashion-sepatu-dari-masa-ke-masa/
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merek dagang Nike telah terdaftar di Kantor Merek Indonesia, Departemen 

Umum Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Hak 

Republik Indonesia 20 Februari 2001 Perlindungan Barang Tipe 25, Nomor 

Permohonan D002000018579 dan Nomor Pendaftaran IDM000018994.10 

Maraknya produk palsu di pasaran semakin membingungkan pihak 

dan merugikan otoritas pajak, investor atau pemilik merek. Bentuk kerugian 

dari pihak pekerja bersifat nasional, dan industri dalam negeri kemungkinan 

akan menderita kerugian tahunan sebesar Rs 3 triliun. 11 Barang-barang itu 

merupakan hasil dari epidemi pemalsuan. 12  Kerugian yang dialami 

pemerintah merupakan produk palsu yang diproduksi atau diekspor ke 

Indonesia tidak dikenakan bea masuk dan tidak membayar pajak.13 

Kasus yang akan dibahas dalam artikel ini merupakan tentang 

perlindungan hukum terhadap merek nike di Jalan Mataram Yogyakarta. 

Jalan Mataram Yogyakarta menyediakan produk palsu merek luar negeri 

dengan berbagai merek, model dan harga yang murah, banyak diminati oleh 

masyarakat kelas bawah.Peredaran produk palsu diyakini dapat memenuhi 

kebutuhan gaya hidup masyarakat tanpa memandang kualitasnya 

                                                 
10 Dirjen HKI, “Nomor Merek Nike di Indonesia,” diakses 3 Mei 2022, 

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ZnV4b1ErWjMwWjVvWGJIZkloNWZTdz09?q

=Nike%2C+Inc.&type=1&skip=0. 
11 Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar,” Ragam Jurnal 

Pengembangan Humanivora 11, No. 3 (2011): 23. 
12 Ahad Hossan, Beberapa hal Tentang Perlindungan Hukum Merek di Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, 1997), 102. 
13 Hen, “Dampak Peredaran Produk 'Abal-abal' Industri Rugi Rp 3 Triliun,” diakses 3 Mei 2022, 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2639468/dampak-peredaran-produk-abal-abal-

industri-rugi-rp-3-triliun. 

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ZnV4b1ErWjMwWjVvWGJIZkloNWZTdz09?q=Nike%2C+Inc.&type=1&skip=0
https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ZnV4b1ErWjMwWjVvWGJIZkloNWZTdz09?q=Nike%2C+Inc.&type=1&skip=0
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2639468/dampak-peredaran-produk-abal-abal-industri-rugi-rp-3-triliun
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2639468/dampak-peredaran-produk-abal-abal-industri-rugi-rp-3-triliun
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komoditas.14 

Para pedagang yang menjual merek Nike di Jalan Mataram maupun 

Mall di Yogyakarta yang relatif murah tidak pernah memperhatikan Pasal 94 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang berbunyi: “Setiap transaksi diketahui atau harus 

diperjualbelikan. barang dan/atau jasa mengetahui bahwa barang dan/atau 

jasa/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (Rp200.000.000,00). Pedagang hanya 

mempertimbangkan hasil penjualan dan dapat menghidupi keluarganya, 

terlepas dari produk yang mereka tiru dan produk yang mereka 

perdagangkan..15 

Perlindungan hukum dan sosial bagi pemilik merek terkenal masih 

sangat terbatas. Dari segi sosiologis, budaya hukum orang yang 

menggunakan merek palsu perusahaan komersial telah menjadi tren, tetapi 

kenyataan menunjukkan bahwa budaya ini sangat bertentangan dengan 

budaya hukum yang baik. Lantaran budaya hukum yang baik meliputi sikap, 

nilai dan integrasi sosial, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 

Aspek hukumnya merupakan Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis Nomor 20 Tahun 2016 tidak pernah mengawasi atau memberikan 

sanksi terhadap penggunaan produk merek palsu. produk. 

                                                 
14 Lam Sa, “Pasar Klithikan Jogja,” diakses 4 Mei 2022, 

https://www.inibaru.id/adventurial/berburu-barang-antik-dan-unik-di-pasar-klitikan. 
15 Muh Fikri, “Pembelian Barang Tiruan,” diakses pada 6 Mei 2022, 

https://www.liputan6.com/global/read/3577193/beli-barang-tak-resmi-di-pantai-italia-pengunjung-

terancam-denda-hingga-rp-117-juta. 

https://www.inibaru.id/adventurial/berburu-barang-antik-dan-unik-di-pasar-klitikan
https://www.liputan6.com/global/read/3577193/beli-barang-tak-resmi-di-pantai-italia-pengunjung-terancam-denda-hingga-rp-117-juta
https://www.liputan6.com/global/read/3577193/beli-barang-tak-resmi-di-pantai-italia-pengunjung-terancam-denda-hingga-rp-117-juta
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pelanggaran 

merek banyak terjadi di Indonesia khususnya Yogyakarta khususnya Jalan 

Mataram di Yogyakarta.Oleh lantaran itu, perlu dilakukan penelitian terkait 

masalah perlindungan hukum. Secara khusus, merek Nike berharap untuk 

mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah pelanggaran serupa 

terjadi di masa depan setelah memahami alasan pelanggaran merek dagang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas merek terkenal Nike dalam 

praktiknya di Yogyakarta? 

2. Apa faktor-faktor hukum yang menyebabkan produk merek terkenal 

Nike di Yogyakarta tidak terlindungi secara hukum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas merek terkenal Nike 

dalam praktiknya di Yogyakarta. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor hukum yang menyebabkan produk 

merek terkenal Nike di Yogyakarta tidak terlindungi secara hukum? 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diperlukan 

untuk meningkatkan pengetahuan hukum pelaku usaha dan konsumen 

mengenai penanganan produk palsu. Penelitian ini bertujuan untuk 

menciptakan kepastian hukum bagi pemilik merek untuk 

melaksanakan perlindungan merek. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bagi masyarakat, Penelitian ini diperlukan untuk 

memastikan bahwa bisnis dan konsumen memahami aturan 

perdagangan ilegal produk palsu. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait untuk 

lebih melindungi hak-hak pemilik merek. 

 

E. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, sampai saat ini 

belum ada penelitian yang teridentifikasi atau serupa dengan telaah penulis. 

Namun, banyak penelitian yang hampir memiliki topik atau topik penelitian 

yang sama namun memiliki pembahasan yang berbeda dari penelitian yang 

akan penulis lakukan. Tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut : 
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No Karya Ilmiah 
Perbedaan 

Karya Orang Karya Penulis 

1 Fahmi Anugraha, S.H., 

mahasiswa Magister 

Kenotariatan Universitas 

Muhammadiyah Sumatera 

Utara dalam tesisnya yang 

berjudul “Perlindungan 

Hukum Bagi Pemegang 

Hak Merek Dikaitkan 

Dengan Prinsip Itikad 

Baik Dalam Proses 

Pendaftaran Merek”.16 

Fahmi Anugraha 

dalam karya 

ilmiahnya membahas 

mengenai, 

perlindungan hukum 

dalam proses 

pendaftaran merek 

dikaitkan dengan 

prinsip itikad baik., 

perlindungan bagi 

pemegang hak merek 

akibat ada persamaan 

merek dikaitkan 

dengan prinsip itikad 

baik. Tanggungjawab 

Pemerintah dikaitkan 

dengan prinsip itikad 

baik dalam proses 

pendaftaran merek. 

 

Penulis dalam karya 

ilmiahnya disini tidak 

ada membahas 

mengenai 

perlindungan hukum 

dalam proses 

pendaftaran merek 

jika dikaitkan dengan 

prinsip itikad baik, 

melainkan 

perlindungan hukum 

terhadap merek 

terkenal. Penulis lebih 

menekankan pada 

merek terkenal, bukan 

merek biasa/ merek 

pada umumnya. 

2 Habibi Pane, S.H., 

mahasiswa Magiter 

Kenotariatan Universitas 

Sumatera Utara dalam 

Tesisnya yang berjudul 

“Perlindungan Hukum 

Terhadap Merek Terdaftar 

Dari Perbuatan Pihak Lain 

Yang Beritikad Tidak 

Baik Dengan Melakukan 

Pemboncengan Reputasi 

(Passing off) (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah 

Agung No. 450k/Pdt.Sus-

Hki/2016)”.17 

Habibi Pane, dalam 

karya ilmiahnya 

menjelaskan perihal 

kriteria hukum 

pemboncengan 

reputasi (passing off) 

sebagai suatu 

perbuatan pelanggaran 

terhadap merek 

terdaftar yang terjadi 

dalam persaingan 

usaha tidak sehat yang 

terjadi dibidang merek 

berdasarkan Undang-

Undang No. 20 Tahun 

Penulis dalam karya 

ilmiahnya tidak 

membahas perial 

kriteria hukum 

pemboncengan 

reputasi (passing off) 

sebagai suatu 

perbuatan 

pelanggaran terhadap 

merek terdaftar yang 

terjadi dalam 

persaingan usaha 

tidak sehat, melainkan 

membahas perihal 

faktor- faktor 

                                                 
16 Fahmi Anugraha, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip 

Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek”, (Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020). 
17 Habibi Pane, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pihak Lain Yang 

Beritikad Tidak Baik Dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing off) (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung No. 450k/Pdt.Sus-Hki/2016)”, (Tesis, Magister Kenotariatan, 

Universitas Sumatera Utara, 2018). 
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2016 tentang Merek. 

Kedua, Bagaimana 

perlindungan hukum 

terhadap pemilik / 

pemegang merek 

terdaftar atas 

perbuatan pihak lain 

yang beritikad tidak 

baik dengan 

melakukan 

pemboncengan 

reputasi (passing off) 

terhadap merek 

terdaftar tersebut. 

Ketiga, Bagaimana 

pertimbangan hukum 

majelis hakim dalam 

memutus sengketa 

merek terkait 

perbuatan 

pemboncengan 

reputasi (passing off) 

dalam putusan No. 

450K/PDT.SUS-

HKI/2016. 

 

penghambat 

perlindungan hukum 

merek terkenal. 

3 Sari Budining Dyah, S.H. 

Mahasiswi Magister 

Hukum Universitas Islam 

Indonesia dalam Tesisnya 

yang berjudul 

“Perlindungan Hukum 

atas Merek Terkenal 

(Studi Kasus Merek Air 

Mineral “Aqua”)”.18 

Sari Budining Dyah, 

dalam karya 

ilmiahnya mebmahas 

mengenai 

Perlindungan Hukum 

atas Merek Terkenal, 

berdasarkan studi 

kasus merek air 

mineral “Aqua”. 

 

Penulis dalam karya 

ilmiahnya sama- sama 

membahas mengenai 

merek terkenal, tetapi 

dengan jenis barang/ 

jasa yang berbeda 

karena studi kasus 

dalam hal ini berbeda. 

4 Yehand Permata Sari, 

mahasiswi Fakultas 

Hukum Universitas 

Swirijaya Palembang 

dalam Skripsinya yang 

berjudul “Penerapan Asas 

Itikad Baik dalam 

Yehand Permata Sari 

dalam Karya 

Ilmiahnya membahas 

mengenai penerapan 

Azas Itikad Baik 

dalam KUHPerdata 

dan UndangUndang 

Penulis dalam karya 

ilmiahnya tidak ada 

membahas mengenai 

asas itikad baik dalam 

KUH Perdata maupun 

Undang—ndang serta 

tidak membahas 

                                                 
18 Sari Budining Dyah, “Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal (Studi Kasus Merek Air 

Mineral “Aqua”)”, (Tesis, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2007). 
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Sengketa Merek 

berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis (Studi 

Kasus Putusan Mahkamah 

Agung 

No.1149/K/PDT.SUS-

HKI/2017)”.19 

Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek 

dan Indikasi 

Geografis. Kedua, 

Apakah Itikad Tidak 

Baik telah terpenuhi 

dalam Putusan 

Mahkamah Agung 

No.1149/K/Pdt.Sus-

HKI/2017. Ketiga, 

Bagaimana Dampak 

atas Pertimbangan 

Hukum Majelis 

Hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung 

No.1149/K/Pdt.Sus-

HKI/2017 tentang 

sengketa Merek 

Happy Baby. 

mengenai studi kasus 

mengenai putusan 

Peradilan. Tetapi, 

dalam Karya Ilmiah 

ini pure membahas 

perihal empiris di 

lapangan faktor- 

faktor penghambat 

perlindungan hukum 

merek terkenal. 

5 Maulana Rifa’I 

Marpaung, mahasiswa 

Fakultas Hukum 

Universitas Negeri 

Malang dalam skripsinya 

yang berjudul 

“Perlindungan Hukum 

atas Pemegang Merek 

Dagang Terkenal Asing 

berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis (Studi 

Produsen Knalpot 

Kabupaten 

Purbalingga)”.20 

Maulana Rifa’I 

Marpaung dalam 

Karya Ilmiahnya 

membahas perial 

perlindungan hukum 

terhadap pemegang 

merek dagang terkenal 

asing yang ditiru oleh 

produsen knalpot di 

Kabupaten 

Purbalingga 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 

Tahun 2016. Kedua, 

Upaya hukum apakah 

yang dapat dilakukan 

pemegang hak atas 

merek terkenal asing 

yang telah di palsukan 

Karya Ilmiah Penulis 

dengan Karya Ilmiah 

Maulana Rifa’I sama- 

sama membahas 

perihal merek 

terkenal, tetapi 

Maulana membahas 

mengenai barang/jasa 

merek yang berbeda 

yaitu knalpot serta 

membahas perihal 

upaya hukum/ tindak 

lanjut ketika terjadi 

perlanggaran merek. 

Sedangkan dalam 

Karya Ilmiah Penulis 

ini membahas hanya 2 

bahasan mengenai 

perlindungan hukum 

                                                 
19 Yehand Permata Sari, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Sengketa Merek berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/PDT.SUS-HKI/2017)”, (Skripsi, Fakultas Hukum, 

Universitas Sriwijaya, 2019). 
20 Maulana Rifa’I Marpaung, “Perlindungan Hukum atas Pemegang Merek Dagang Terkenal 

Asing berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

(Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang, 2018). 
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dan di gunakan tanpa 

izin. 

 

merek terkenal dan 

faktor yang 

menyebabkan 

peniruan merek 

terkenal marak 

terjadi. 

6 Meti Indah Sari, mahasiwi 

Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta 

dalam skripsinya yang 

berjudul “Perlindungan 

Hukum terhadap Merek 

Bereputasi Asing yang 

belum Terdaftar di 

Indonesia (Studi Kasus: 

Putusan Mahkamah 

Agung No.364 K/Pdt.Sus-

HKI/2014)”.21 

Meti Indah Sari dalam 

Karya Ilmiahnya 

membahas mengenai 

perlindungan hukum 

bagi merek bereputasi 

asing yang belum 

terdaftar di Indonesia 

menurut Undang-

Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi 

Geografis. Kedua, 

Apakah yang dapat 

dilakukan pemilik 

merek bereputasi 

asing yang belum 

terdaftar di Indonesia 

sebagai upaya hukum 

dari tindakan passing 

off. 

 

Karya Ilmiah Penulis 

berbeda dengan Karya 

Ilmiah dari Meti, 

karena Meti 

membahas perihal 

suatu merek terkenal 

yang masih belum 

terdaftarkan di 

Indonesia, sedangkan 

Merek yang dibahas 

oleh Penulis ini 

adalah Merek 

Terkenal yang sudah 

didaftarkan di 

Indonesia.  

7 Argilang Darsah, 

mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau-

Pekanbaru dalam 

skripsinya yang berjudul 

“Perlindungan Hukum 

terhadap Pelanggaran Hak 

Merek menurut Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis (Studi 

Kasus Distro88 

Argilang Darsah 

dalam Karya 

Ilmiahnya membahas 

mengenai 

perlindungan hukum 

terhadap pelanggaran 

hak merek yang 

dilakukan distro88 

pekanbaru terhadap 

merek 3second 

menurut 

UndangUndang 

Nomor 20 Tahun 

2016. Kedua, Apakah 

Karya Ilmiah Penulis 

ini membahas 

mengenai 

perlindungan hukum 

mengenai merek 

terkenal, sedangkan 

Argilang membahas 

mengenai 

perlindungan hukum 

mengenai merek 

biasa. 

                                                 
21 Meti Indah Sari, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Bereputasi Asing yang belum Terdaftar 

di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, (Skripsi, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 
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Pekanbaru terhadap 

Merek 3Second)”.22 

faktor-faktor yang 

menjadi penyebab 

terjadinya pelanggaran 

hak merek yang 

dilakukan distro88 

Pekanbaru terhadap 

merek 3second 

tersebut. 

 

8 Agung Febriyanto, 

mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas 

Jember dalam skripsinya 

yang berjudul 

“Perlindungan Hukum 

terhadap Pemegang 

Merek Levi’s Akibat 

beredarnya Barang Tiruan 

merek terkenal Levi’s 

Tipe 522”.23 

Agung Febriyanto 

dalam karya 

ilmiahnya membahas 

mengenai bentuk 

perlindungan hukum 

terhadap pemegang 

merek Levi’s akibat 

beredarnya barang 

tiruan merek terkenal 

Levi’s tipe 522. 

Kedua, Apakah upaya 

yang dapat dilakukan 

oleh peruashaan 

Levi’s akibat 

beredarnya barang 

tiruan merek terkenal 

Levi’s tipe 522. 

 

Karya Ilmiah penulis 

membahas mengenai 

faktor penghambat 

perlindungan hukum 

merek 

terkenal,sedangkan 

Agung membahas 

mengenai upaya yang 

harus dilakukan pihak 

pemegang merek 

apabila terjadi 

pendomplengan/ 

passing off 

9 Wong Michelle 

Hermanto, mahasiswa 

Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas 

Katolik Soegijapranata 

dalam skripsinya yang 

berjudul “Perlindungan 

Merek Terkenal terhadap 

tindakan Passing Off dan 

Dilution dalam hukum 

Wong Michelle 

Hermanto dalam 

Karya Ilmiahnya 

membahas mengenai 

pengaturan 

perlindungan merek 

terkenal di tiga negara 

yaitu Indonesia, 

Singapura, dan 

Amerika Serikat. 

Karya Ilmiah penulis 

tidak ada membahas 

mengenai komparasi 

perlindungan hukum 

merek terkenal antar 

negara. 

                                                 
22 Argilang Darsah, “Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek menurut Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Distro88 

Pekanbaru terhadap Merek 3Second)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru,2020). 
23 Agung Febriyanto, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Levi’s Akibat beredarnya 

Barang Tiruan merek terkenal Levi’s Tipe 522”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 

Jember,2015). 
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merek Indonesia (Suatu 

Tinjauan Komparitif)”.24 

10 Rozin Rabbani, 

mahasiswa Fakultas 

Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga dalam 

skripsinya yang berjudul 

“Upaya Perlindungan 

Merek Terkenal dari 

Trademark Dilution 

berdasarkan Undang- 

Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi 

Geografis”.25 

Rozin Rabbani dalam 

Karya Ilmiahnya 

membahas mengenai 

upaya perlindungan 

merek terkenal dari 

dilusi merek di 

Indonesia. Kedua, 

Apa kendala-kendala 

dalam perlindungan 

hukum terhadap 

merek terkenal oleh 

ancaman dilusi merek 

di Indonesia. 

Karya Ilmiah Penulis 

mengenai 

perlindungan dan 

hambatan mengenai 

merek terkenal, 

sedangkan Rozin 

membahas mengenai 

upaya hukum merek 

terkenal dari dilusi 

merek di Indonesia. 

 

F. Kerangka Teori 

Teori terdiri dari menjelaskan atau menjelaskan mengapa fenomena 

atau proses tertentu terjadi, dan sebuah teori harus diuji dengan adanya fakta 

yang dapat membuktikan bahwa itu tidak benar. 26 Kerangka teori adalah 

kerangka gagasan atau sudut pandang, teori, tesis, tentang isu atau masalah 

yang menjadi perbandingan/retensi teori. 27 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

perlindungan hukum. Menurut Phillip M. Hadjon dan teori kebenaran 

mutlak menurut Gustav Radbruch. Perlindungan hukum seperti Philip M. 

Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan 

                                                 
24 Wong Michelle Hermanto, “Perlindungan Merek Terkenal terhadap tindakan Passing Off dan 

Dilution dalam hukum merek Indonesia (Suatu Tinjauan Komparitif)”, (Skripsi, Fakultas Hukum 

dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, 2017). 
25 Rozin Rabbani, “Upaya Perlindungan Merek Terkenal dari Trademark Dilution berdasarkan 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2022) 
26 JJJ M, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Jilid I) (Jakarta: 

FE UI, 1996), 203. 
27 M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994), 80. 
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perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara sehingga setiap 

warga negara mempunyai haknya sendiri untuk melindungi dari perbuatan 

yang merugikan dirinya. Aparat penegak hukum juga memberikan 

perlindungan hukum dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

yang diperlukan agar dapat melindungi hak dan kewajiban setiap warga 

negara dengan baik dan tidak melanggar hak dan kewajibannya. 

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan 

perlindungan masalah hukum oleh peraturan perundang-undangan yang 

diperlukan dan dapat mendukung pelaksanaannya.28 Di Indonesia, sebagai 

negara hukum berdasarkan Pancasila, negara berhak memberikan 

perlindungan hukum kepada semua warga negara menurut Pancasila. Oleh 

karena itu, perlindungan hukum Pancasila berarti pengakuan dan 

perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan 

asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, moderasi, dan 

keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut bermuara pada pemajuan dan 

perlindungan hak asasi manusia dalam satu paket yang menjaga semangat 

kekeluargaan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.29 

Selain konsep perlindungan hukum, kajian ini juga menggunakan 

clear legal system dari Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa terdapat 

empat unsur pokok dalam pengertian clear law, yaitu: 

1. Hukum harus berupa undang-undang yang baik (tertulis), berupa 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

                                                 
28 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 

84. 
29 Donni Gusmawan, Perlindungan Hukum di Negara Pancasila (Yogyakarta: Liberty 2007), 38. 
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2. Hukum didasarkan pada fakta atau hukum yang telah ditetapkan 

3. Fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari salah tafsir 

dan selain mudah diterapkan. 

4. Hukum yang benar tidak boleh diubah terlalu cepat karena ini akan 

membuatnya jelas. 

Perlindungan merek diberikan oleh undang-undang baik merek asing 

maupun merek lokal, yang terkenal maupun tidak, yang hanya diberikan 

kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum ini dapat berbentuk injunctive 

atau countervailing duty. Perlindungan ganti rugi diberikan dengan 

mendaftarkan merek dagang, sedangkan perlindungan balasan diberikan jika 

terjadi pelanggaran merek dagang melalui litigasi perdata dan/atau ganti 

rugi. Perlindungan hukum merek akan dibentuk sesuai dengan ketentuan 

Pasal 3 Undang-Undang Merek baru No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi 

sebagai berikut: “Hak merek adalah satu-satunya hak yang diberikan oleh 

negara kepada pemilik merek terdaftar dan pemilik merek umum. 

pendaftaran merek Merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan merek itu sendiri atau dengan memberikan izin kepada orang 

lain untuk menggunakannya”. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut standar first-

to-file dalam proses pendaftaran mereknya. Sebelum perubahan UU Merek 

No. 20 Tahun 2001, Indonesia menganut dua asas, yaitu yang pertama 

mengajukan (konstitusi) dan yang pertama menggunakan (pernyataan). 

Pemohon pertama adalah sistem pendaftaran merek gabungan yang diadopsi 
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oleh Indonesia dan diatur berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis No. 20 Tahun 2016. Dengan kata lain, merek tersebut akan 

dilindungi apabila telah mengajukan permohonan pendaftarannya pada 

instansi yang berwenang yaitu DJKI. Manfaat menerapkan proses 

pendaftaran merek menurut prinsip pertama pada file.30 

Jika terjadi perselisihan, akan mudah untuk menunjukkan merek 

terdaftar. Merek terdaftar memiliki sertifikat yang masih berlaku, yaitu 

sertifikat yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Merek yang telah diajukan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual akan segera mendapat perlindungan hukum walaupun 

belum diterbitkan sertifikatnya. Kepatuhan merek dagang akan menerima 

yang paling penting dan dikenal sebagai pemilik bisnis merek dagang. Oleh 

karena itu, merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu, untuk 

memperoleh hak eksklusif tersebut di atas, dengan memenuhi beberapa 

syarat.31 

Preemtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.“Dalam upaya ini yang 

lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. 

Pemohon harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa merek yang 

akan didaftarkan tidak menunjukkan kesamaan bentuk atau secara umum. 

Itu bukan penjelasan yang tidak digunakan dalam bahasa umum di negara 

                                                 
30 Legalku, “Penerapan Sistem First To File Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia,” diakses 29 

Juni 2022, https://www.legalku.com/penerapan-sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-

indonesia/. 
31 Ibid. 

https://www.legalku.com/penerapan-sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/
https://www.legalku.com/penerapan-sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/
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ini. Tujuan penerapan pertama ini adalah agar pemilik merek dapat 

memperoleh pengakuan hukum dan memperoleh manfaat perlindungan 

hukum atas hak mereknya. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

Undang Merek dan Indikasi Geografis 20 Tahun 2016, asas pertama dalam 

berkas atau yang disebut peraturan, pemilik merek berhak menggunakan 

merek dan barang-barang terlarang lainnya atau pencurian berminggu-

minggu. merek dagang.32 

Dilihat dari segi ketentuan Pasal 3 UU Merek No. 20 Tahun 2016, 

hukum perlindungan merek tidak serta merta tersedia. Merek baru mendapat 

perlindungan hukum saat Anda mendaftarkan merek tersebut ke Departemen 

Perdagangan dan memperoleh sertifikat pendaftaran merek dagang. 

Menimbang bahwa konsep perlindungan merek yang dianut oleh undang-

undang merek di Indonesia menetapkan asas the first principle in the file, 

artinya setiap orang yang pertama kali mendaftar berhak memiliki lebih dari 

merek tersebut. Merujuk pada UU Perdagangan No. 20 Tahun 2016 terlihat 

adanya perbedaan antara merek yang dapat didaftarkan dengan merek yang 

tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Menurut Pasal 5 UU Merek No. 20 

Tahun 2016, beberapa merek dagang tidak dapat didaftarkan, yaitu: 

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip 

agama, adat istiadat yang baik atau tatanan sosial. 

2. Ketidakmampuan untuk membedakan. 

3. Baca sumber daya publik. 

                                                 
32 Ibid. 
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4. Merupakan deskripsi atau terkait dengan produk atau layanan yang 

memerlukan pendaftaran. 

Dalam Pasal 2 UU Merek No. 20 Tahun 2016, merek dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan di pasar oleh satu atau 

lebih penjual dari suatu kelompok atau badan hukum untuk 

membedakannya dari barang sejenis lainnya.  

2. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa oleh satu atau 

lebih usaha patungan atau badan hukum untuk membedakan satu jenis 

jasa.33 

Selain itu, juga dikenal sebagai merek kolektif, yaitu merek yang 

digunakan pada produk dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang 

dijual oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakannya dari 

produk lain dan/atau yang sejenis. Ada juga yang disebut tanda terkenal. 

Kata-kata merek terkenal. Merek terkenal dilihat melalui nama dan reputasi 

merek, merek terkenal memiliki reputasi tinggi yang menciptakan sentuhan 

ketenaran dan legenda di semua lapisan konsumennya. Penentuan merek 

sebagai merek terkenal tidak hanya terkenal di negara lain yang dimiliki 

oleh perusahaan asing, tetapi juga merek lokal yang dimiliki oleh pengusaha 

lokal yang dianggap di daerah atau masyarakat tertentu. Prinsip-prinsip 

simbol dan definisi populer.34 

Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek hanya didasarkan pada 

                                                 
33 Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 20. 
34 R.M. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2013), 22. 
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pengetahuan masyarakat umum tentang merek atau nama dan bidang jasa 

terkait. Dalam pelaksanaan undang-undang merek, atau dalam prakteknya, 

untuk menunjukkan bahwa merek itu terkenal, seringkali ada perbaikan 

yang sering digunakan dengan baik, kadang-kadang merek tersebut harus 

didaftarkan di negara yang berbeda, misalnya minimal tiga. TIDAK. 

Mengenai tata cara memperoleh hak merek diberikan atas dasar 

permohonan. Aplikasi harus memiliki: 

1. Hari, bulan dan tahun. 

2. Nama lengkap, kota dan alamat pemohon. 

3. Nama lengkap dan alamat otoritas pada saat otoritas mengajukan 

permohonan. 

4. Warnai jika tanda yang akan didaftarkan menggunakan warna. 

5. Nama negara dan tanggal permohonan merek dagang pertama jika 

permohonan diajukan dengan lisensi asli. 

Jika permohonan diajukan dengan satu atau lebih pemohon merek, 

nama semua pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat 

sebagai alamat. Dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2016, permohonan dan 

pengesahan awal dapat dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung 

sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran Merek yang pertama 

kali diterima di negara asing yang merupakan anggota Paris Convention for 

the Protection. Industri. Properti atau anggota Perjanjian Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia. 

Jangka waktu perlindungan hukum hak merek adalah 10 tahun dan 
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berakhir pada waktu tertentu sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan 

berakhirnya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 

proses pendaftaran kekayaan intelektual akan dicatat dalam daftar umum 

dan diumumkan dalam Berita Resmi kantor yang menangani pendaftaran 

kekayaan intelektual.35 

Dalam teori kepemilikan, hak atas merek dapat dialihkan kepada 

pemilik merek. Hak-hak ini dapat dialihkan kepada badan hukum atau 

badan hukum. Menurut pasal 40 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, cara 

pengalihan merek dapat melalui: 

1. Warisan. 

2. Wasiat. 

3. Hibah. 

4. Perjanjian tertulis.36 

Faktor lain membuat aturan danFaktor lain membuat aturan dan 

peraturan. Hak merek dapat diberikan kepada pihak ketiga dari pemilik 

merek terdaftar dan pihak ketiga melalui perjanjian yang berhak 

menggunakan merek tersebut, atau untuk semua jenis barang dan/atau jasa 

yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu. waktu dan kondisi tertentu. 

peraturan. Hak merek dapat diberikan kepada pihak ketiga dari pemilik 

merek terdaftar dan pihak ketiga melalui perjanjian yang berhak 

menggunakan merek tersebut, atau untuk semua jenis barang dan/atau jasa 

yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu. waktu dan kondisi tertentu. 

                                                 
35 A. Russan, Prosedur Pendaftaran Merek (Direktorat Merek: Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI, 

1997), 3. 
36 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33. 
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Dalam hal upaya hukum apabila terjadi sengketa, pemilik merek atau 

pemberi lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja tidak 

menggunakan, menjual, atau memproduksi produk bermerek dapat digugat 

melalui dua jalur hukum yaitu melalui kota. Hukum berupa tuntutan ganti 

rugi dan/atau penghentian praktek penggunaan, penjualan, distribusi, 

produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang diberi merek dagang. 

Kemudian, cara pemidanaan dan adanya pemidanaan yang berat berupa 

ancaman penjara atau pembayaran denda kepada pemilik merek. Perlu 

dicatat bahwa ketakutan akan kejahatan hanya bersifat kolektif dan tidak 

lebih.37 

Ada dua prosedur pendaftaran merek, yaitu: 

1. Prosedur pendaftaran deklarasi dan prosedur. Yang dimaksud dengan 

proses klaim dan proses pendaftaran. 

2. Proses deklarasi adalah proses di mana merek dagang dilisensikan di 

tempat pertama. 

Perbuatan pendaftaran merek tidak memberikan suatu hak, tetapi 

hanya suatu praduga atau praduga hukum, bahwa orang yang mendaftarkan 

merek itu berhak menjadi pengguna asli dari merek yang terdaftar itu. 

Rencana pengaturan adalah rencana yang menyatakan bahwa hak atas 

merek baru diberikan setelah pendaftaran dengan hak tetap berdasarkan 

undang-undang dengan menerbitkan sertifikat hak milik atas merek tersebut 

melalui formulir pengurusan. Tata cara untuk memperoleh hak merek 

                                                 
37 Effendi Hasibuan¸ Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan 

Amerika Serikat, (Jakarta: FH UI, 2006), 39. 
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didasarkan pada pendaftarannya. Untuk merek ternama, perlindungan yang 

diberikan dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif 

dan perlindungan hukum. 

Antitrust sesuai dengan rincian Undang-Undang Perdagangan No. 15 

Tahun 2001 tentang perlindungan merek terkenal didasarkan pada 

pengamatan dan peniruan merek terkenal oleh orang lain berdasarkan itikad 

buruk. , terutama mengambil. nilai reputasi merek lain, sehingga tidak 

mendapat perlindungan hukum. . Tergantung pada hukum nasional. 20 

Tahun 2016 tentang merek, proses perlindungan hukum merek terkenal, 

kecuali atas kebijaksanaan pemilik merek sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 56 ayat (3) undang-undang n. 20 Tahun 2016 tentang Merek, hal ini 

juga dapat dilakukan melalui permintaan Kadin atas permohonan 

pendaftaran yang mirip atau sama sekali mirip dengan merek terkenal. 

Perlindungan hukum merek dagang yang diberikan kepada merek asing atau 

lokal, merek terkenal atau tidak dikenal hanya diberikan kepada merek 

dagang terdaftar.38 

Perlindungan pelanggaran diberikan jika telah terjadi pelanggaran 

terhadap suatu hak merek. Pemilik merek dilindungi dari pelanggaran hak 

mereknya, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi (dalam kasus pembatalan 

merek) atau atas dasar kasus pidana yang diajukan oleh aparat penegak 

hukum. Menurut asas UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek di Indonesia, 

yaitu prinsip first-to-file bukan first-to-file, oleh karena itu, siapa pun yang 

                                                 
38 Casavera, Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2009), 50. 
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memegang hak atas merek baru akan diakui sebagai pemilik merek jika ia 

mendaftarkan merek tersebut. merek dagang yang dimilikinya.39 

Sistem perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan 

digunakan sebagai instrumen penelitian untuk menganalisis dan 

mengevaluasi perlindungan hukum konsumen Nike seperti hak kekayaan 

intelektual sehingga pemerintah dapat memiliki payung hukum untuk pasal 

tersebut. Pelanggaran merek Nike akan ditindak sesuai dengan ketentuan 

undang-undang merek yang ada, dan bagi pemilik/pemilik merek yang 

benar dapat memperoleh kembali haknya dalam kegiatan kegiatannya di 

bidang merek, perdagangan dan jasa. 

Selain itu teori perlindungan hukum yang berusaha melindungi 

pemilik/pemilik merek dari perbuatan/perbuatan curang pihak lain yang 

berusaha mempertahankan ketenaran (melebihi) merek terkenal di 

negaranya, dan untuk menjamin dalam hukum juga penting dalam hal 

pelaksanaan pendaftaran merek yang ditunjukkan sebagai kesamaan dasar 

atau umum dengan merek terkenal di negara tersebut. Pendaftaran merek 

tunggal pada prinsipnya atau pada umumnya dengan merek terkenal di 

dalam negeri adalah perbuatan curang/itikad buruk oleh pihak ketiga yang 

menggunakan merek terkenal tersebut dan sebelumnya terdaftar dalam 

Daftar Umum Pemegang Usaha Merek, Merek Dagang Direktorat harus 

menanyakan tentang hak hukum atas perlindungan hukum 

pemilik/pemegang merek terkenal. 

                                                 
39 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum 

(Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 45. 
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Dalam hal perlindungan merek dagang, Trademarks and Local 

Exhibitions Act 20 Tahun 2016 (Trademarks) memberikan hak eksklusif 

kepada pemilik merek dagang untuk mencegah pihak lain menjual produk 

yang sama atau mirip dengan merek dagang pemegang hak cipta merek 

dagang yang dimiliki. tanda atau merek yang dapat membingungkan 

pelanggan. 

Kriteria merek diatur oleh Undang-Undang Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek (Permenkumham 

67/2016). Dalam pasal 18 Permenkumham 67/2016 disebutkan sebagai 

berikut:40 

1. Tata cara mengidentifikasi merek terkenal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c dilakukan dengan 

mempertimbangkan pengetahuan masyarakat tentang merek dan 

bidang jasa terkait 

2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat 

konsumen atau masyarakat umum yang menjalin hubungan baik pada 

tingkat produksi, promosi, distribusi, dan penjualan produk dan/atau 

jasa yang disimpan oleh label. 

3. Dalam menentukan kriteria suatu merek sebagai merek terkenal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan diberikan kepada: 

a. pemberitahuan atau pengakuan publik atas merek tersebut di 

wilayah layanan yang relevan sebagai merek terkenal;  

                                                 
40 Putri Ayu Trisnawati, “Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia,” diakses 29 Juni 2022, 

https://pdb-lawfirm.id/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia/. 

https://pdb-lawfirm.id/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia/
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b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan dari 

penggunaan merek tersebut oleh pemegangnya; 

c. pangsa pasar yang dikuasai merek dalam hal distribusi produk 

dan/atau layanan di dalam negeri; 

d. area cakupan merek; 

e. menandai waktu; 

f.  kekuatan dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang 

digunakan untuk promosi; 

g. pendaftaran merek dagang atau permohonan pendaftaran merek 

dagang di negara lain; 

h. Tingkat keberhasilan penegakan merek, khususnya terkait 

dengan pengakuan merek sebagai merek terkenal oleh otoritas 

yang berwenang; Atau 

i. nilai tambah merek yang diperoleh berkat reputasi dan janji 

produk dan/atau jasa yang terjamin. 

Juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pencantuman Masalah Hasil Rapat Paripurna Sidang 

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan 

Peradilan Khusus Bidang Perdata , dia. menyatakan bahwa “dapat menerima 

permintaan pembatalan merek terkenal karena itikad buruk tanpa batas 

waktu” (lihat Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 UU Merek).41 

Merek terkenal juga dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, 

                                                 
41 Ibid. 
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diantaranya Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

(Paris Convention) dan the Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). 

Merek dagang dilindungi dengan baik oleh berbagai perjanjian 

internasional, termasuk Perjanjian Paris untuk Perlindungan Kekayaan 

Industri (Konvensi Paris) dan Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan 

dari Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPS).  

 Perjanjian Paris tentang Pariwisata mewajibkan negara-negara 

anggota untuk melindungi simbol-simbol terkenal meskipun simbol tersebut 

tidak terdaftar atau digunakan di negara tersebut. Perlindungan merek 

dagang yang tidak terdaftar berdasarkan Perjanjian Paris terbatas pada 

produk dan layanan yang mirip atau mirip dengan produk atau layanan dari 

merek terkait dalam situasi di mana penggunaan dapat menyebabkan 

kebingungan. 

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia memberikan batasan 

sehubungan dengan merek terkenal, sebagaimana disetujui dalam Ketentuan 

tentang Perjanjian Mengenai Promosi Perlindungan Merek Terkenal, di 

mana hal ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut 

dalam bagian yang terkenal. yaitu:: 

1. tingkat kesadaran atau penerimaan merek pada sektor-sektor yang 

terkait dengan perusahaan;  

2. durasi, jangkauan, dan cakupan geografis penggunaan merek; 

3. waktu, ruang lingkup, dan wilayah geografis promosi merek; 
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4.  waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran atau permohonan 

pendaftaran merek; 

5. rekaman keberhasilan penegakan hak merek;  

6. nilai merk; 

Dalam hal bisnis, sekarang jika produsen tidak mendaftarkan merek 

dagang, investasi yang dimilikinya dalam menjual produk dapat hilang 

karena pesaing dapat menggunakan merek atau merek dagang yang sama 

untuk memproduksi atau membeli produk atau produk yang sama. Jika 

pesaing menggunakan merek yang sama atau merek yang sama, hal itu 

dapat membingungkan pelanggan dan dapat mengurangi keuntungan 

produsen. Selain itu, praktik tersebut juga dapat merusak reputasi dan citra 

produk/jasa yang bersangkutan, apalagi jika produk pesaingnya inferior. 

Oleh karena itu, pentingnya ekuitas merek dan peran merek ini menentukan 

keberhasilan produk di pasar. Untuk itu pemegang merek harus 

mendaftarkannya agar merek tersebut dapat memperoleh perlindungan pasar 

yang diperlukan. 

Aspek lain yang sangat penting dari perlindungan merek dagang 

adalah bahwa merek dagang tidak dapat didaftarkan berdasarkan 

permohonan yang diajukan oleh orang yang tidak menaruh curiga. Penilaian 

itikad buruk ini sulit diukur secara kasat mata, dan perselisihan sering 

muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri yang sama 

atau bahkan sama dengan memalsukan merek dan desain kemasannya. Oleh 

karena itu, pendaftaran dengan itikad baik merupakan upaya untuk 
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melindungi merek terkenal. 

Selain itu, UU Merek juga berusaha melindungi merek, yang 

menyatakan bahwa suatu permohonan akan ditolak jika: 

1. memiliki kesamaan yang substansial atau lengkap dengan merek lain 

yang sebelumnya terdaftar untuk barang atau jasa serupa. 

2. memiliki persamaan pada prinsipnya atau secara umum dengan merek 

dagang terkenal milik pihak ketiga atau produk dan/atau jasa sejenis. 

Pada praktiknya, pendaftaran merek di Indonesia mengikuti proses 

formal. Dalam proses ini, pemilik diharuskan melakukan pendaftaran agar 

merek tersebut dapat dilindungi. Urutan pertama pada file menegaskan 

bahwa orang pertama yang mendaftarkan merek tersebut berhak 

memilikinya. 

UU Merek telah menetapkan proses pendaftaran yang sederhana dan 

efisien, termasuk permohonan merek yang diajukan oleh pemohon. 

Setidaknya, kuasa hukum penggugat bisa mewakilinya di hadapan Menteri 

Hukum dan HAM, baik secara elektronik maupun tidak. 

Penulis setidaknya menggunakan 2 Teori dalam penulisan karya tesis 

ini, yaitu: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

a. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan aturan mengacu pada perlindungan yang diberikan 

kepada subjek aturan dalam bentuk seperangkat aturan, termasuk 

pencegahan dan represif, tertulis dan tidak tertulis. Manfaat ketertiban, 
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keamanan, kemanfaatan, dan ketenangan42 . 

Sedangkan pengertian proteksi aturan dari para pakar 

merupakan menjadi beriku: 

1)   Menurut CST Kansil, proteksi aturan merupakan aneka 

macam upaya aturan yang wajib  diberikan sang aparat 

penegak aturan buat menaruh rasa aman, baik secara 

pikiran juga fisik berdasarkan gangguan dan aneka macam 

ancaman berdasarkan pihak manapun. 

2)   Philip M. Hardejoon berpendapat bahwa perlindungan 

hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat serta pengakuan sewenang-wenang terhadap hak 

asasi subjek dari seperangkat aturan. 

Dalam menjalankan dan menaruh proteksi aturan diperlukan 

suatu loka atau wadah pada pelaksanaannya yang acapkalikali 

dianggap menggunakan wahana proteksi aturan. Sarana proteksi 

aturan dibagi menjadi 2 macam yaitu menjadi berikut:43 

1)     Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada proteksi aturan preventif ini, subyek aturan diberikan 

kesempatan buat mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah menerima bentuk yang 

definitif, tujuannya merupakan mencegah terjadinya sengketa.  

                                                 
42 Mutiha Rany, “Perlindungan Hukum,” diakses 27 Januari 2023, http://artikata.com. 
43 Kelik Wediono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Ombak, 2016), 8. 
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Perlindungan aturan preventif sangat akbar  merupakan 

bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan  dalam kebebasan 

bertindak lantaran menggunakan adanya proteksi aturan yang 

preventif pemerintah terdorong buat bersifat hati-hati pada 

merogoh keputusan yang didasarkan  dalam diskresi. Di 

Indonesia belum terdapat pengaturan spesifik tentang proteksi 

aturan preve.44 

2)     Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlidungan aturan represif merupakan proteksi aturan 

yang bertujuan buat merampungkan suatu konkurensi. 

Penanganan proteksi aturan sang Pengadilan Umum dan 

Pengadilan Administrasi pada Indonesia termasuk kategori 

proteksi aturan ini. Hukum ini merupakan proteksi akhir berupa 

hukuman misalnya denda, penjara, dan aturan tambahan yang 

mampu diberikan ketika telah terjadi konkurensi atau mampu 

pula sudah terjadi pelanggaran. 

3) Sarana Perlindungan Hukum Preemtif. 

Priemtif semacam kesadaran kepada masyarakat supaya 

mereka memahami apa itu yang berkaitan dengan soal 

pelanggaran- pelanggaran HKI. Persoalannya adalah tidak ada 

perlindungan hukum secara preventif maupun represif, kenapa 

demikian, karena kesadarannya tidak ada, karena 

                                                 
44 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 7. 
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pengetahuannya terbatas. Sehingga ini menjadikan aspek 

prefentif dan represif ini tidak bisa diwujudkan. Maka dari itu 

bisa ada perlindungan itu bukan hanya diperlukan perlindungan 

preventif maupun represif, tetapi perlindungan preemtif itu 

diperlukan. Karena aspek perlindungan preventif, represif, 

preemtif belum bisa diwujudkan dengan baik, kesadaran belum 

bisa diwujudkan dengan baik, pencegahan belum bisa 

diwujudkan dengan baik, penindakan belum bisa diwujudkan 

dengan baik. Maka dari itu konsep perlindungan itu tidak 

hanya persoalan preventif maupun represif, ada perlindungan 

preemtif. 

 

b. Perlindungan Hukum Pemegang Merek 

Suatu perbuatan aturan ketika itu pula tedapat adanya interaksi 

aturan. Hubungan aturan (rechtsbetrekkingen) dari Soeroso45 diartikan 

menjadi interaksi antara 2 atau lebih subyek aturan, interaksi mana 

terdiri atas ikatan antara individu menggunakan individu, antara 

individu menggunakan rakyat atau antara rakyat yang satu 

menggunakan rakyat yang lain. Dalam interaksi aturan ini hak dan 

Kewajiban salah satu pihak bertanggung jawab atas hak dan 

kewajiban pihak lain. Hubungan regulasi bermula dari hak dan 

kewajiban antara dua pihak yang berinteraksi dengan aturan, hak dan 

                                                 
45 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 40. 
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kewajiban ketika suatu peristiwa regulasi terjadi. Alasan untuk aturan 

atau pengecualian hak Berdasarkan aturan kejadian, interaksi aturan 

dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 46 

1)   Hubungan aturan yang bersegi satu (eenzijdige 

rechtsbetrekkingen), dimana hanya masih ada satu pihak 

yang berwenang menaruh sesuatu, berbuat sesuatu atau 

nir berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan 

pihak yang lain hanya mempunyai kewajiban. 

2)   Hubungan aturan dua sisi (tweezijdige 

rechtsbetrekkingen), yaitu interaksi aturan 2 pihak 

disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak, kedua 

belah pihak masing-masing memiliki wewenang/hak 

untuk meminta sesuatu berdasarkan pihak lain, 

sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban 

memberikan sesuatu kepada pihak lain, misalnya penjual 

situs nama domain menggunakan pembeli nama domain. 

3) Hubungan Hubungan antara subjek aturan digunakan oleh 

semua subjek aturan lainnya, dan interaksi ini masih ada 

dalam hukum properti. (eigendomrecht). 

Produsen menganggap merek menjadi jaminan nilai produk 

mereka, terutama dari segi kualitas dan kegunaan.Dari sudut pandang 

konsumen, merek diperlukan untuk pilihan produk yang dibeli. Tentu 

                                                 
46 D Shyamala, “Domain name- Trademark conflict Resolution: An Evaluation of UDRP (The 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy),” Australian Intellectual Property Journal 21, 

No. 1 (2010): 16. 
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Anda punya merek, kalaupun merek sudah dikenal konsumen, tidak 

mungkin lantaran kualitas dan harganya dikejar, dijiplak, dibajak, 

bahkan bisa jadi dijiplak oleh produsen lain. Perlindungan regulasi 

merek bagi pemilik merek dapat berupa perlindungan regulasi defensif 

dan preventif untuk melawan aturan represif. Norma kehati-hatian 

dilindungi dengan mendaftarkan merek dagang ke Kantor Umum 

Kekayaan Intelektual. 

Regulasi yang mengatur pada proteksi aturan terhadap 

pemegang merek populer secara tersirat tertulis pada Pasal 90 

Undang- Undang Merek yang berbunyi “barang siapa menggunakan 

sengaja dan tanpa hak memakai Merek yang sama dalam 

keseluruhannya menggunakan Merek terdaftar milik pihak lain buat 

barang dan/atau jasa homogen yang diproukdi dan/atu diperdagangkan 

dipidana menggunakan pidana penjara paling usang   5 (lima) tahun 

dan/atau hukuman  paling poly Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar 

rupiah).” Aturan tadi tertulis, niscaya dan jelas. Oleh karenanya 

barangsiapa yang melanggar bisa dikenakan hukuman aturan (baik 

hukuman pidana penjara atau sanki hukuman. 

Sebenarnya seseorang tidak perlu mendaftarkan mereknya, 

tetapi jika ingin memperoleh perlindungan hukum, ia harus 

mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Permohonan pendaftaran 

merek yang memenuhi ketentuan "UU Merek" dapat diterima. Pada 
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saat yang sama, persyaratan utama merupakan bahwa karakteristik 

utama dari merek merupakan kekuatan yang khas. 

c. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar 

PerlindungaSecara normatif prinsip ini diatur dalam Pasal 3 

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi 

Geografis yang memilih suatu Hak atas Merek merupakan sebuah hak 

tertentu yang diberikan sang Negara pada pemilik Merek yang 

terdaftar pada daftar Umum Merek buat jangka ketika tertentu, 

menggunakan memakai sendiri Merek tadi atau menaruh biar   pada 

pihak lain buat menggunakannya. Saat mendaftarkan merek, pemilik 

merek menikmati haknya, dan konsumen menanggung ganti rugi atau 

tanggung jawab atas pelanggaran haknya oleh pelaku bisnis. 

Kehilangan dan/atau penghentian kegiatan yang terkait dengan 

penggunaan merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari perusahaan 

dagang/produsen:47 

1)   Hak buat memakai atau mengizinkan orang lain buat 

memakai mereknya; 

2)   Hak buat melarang orang lain memakai mereknya dan 

3)   Hak buat mengalihkan dan/atau melisensikan hak 

mereknya. 

4)   Urgensi registrasi  merek pada Indonesia diberikan pada 

pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, merupakan 

                                                 
47 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan 

Bebas (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 56. 
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bahwa hak atas merek lahir semenjak lepas penerimaaan 

permohonan (filing date) merek, pengukuhan registrasi  

merek pada Direktorat Jenderal HKI48. 

Setelah terdaftar pada daftar generik merek Indonesia, pemilik 

merek menerima pengukuhan registrasi  merek menggunakan 

diterbitkannya sertifikat hak atas merek, menjadi akibatnya sertifikat 

hak atas merek yang terdaftar bermanfaat menjadi indera proteksi 

aturan menjadi mana berikut:49 

1)   Sebagai indera bukti konkrit bagi pemilik merek yang 

didaftarkan; 

2)   Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama 

holistik atau sama dalam pokoknya dan dimohonkan 

registrasi  sang orang lain buat barang dan/ atau jasa 

sejenis; 

3)   Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang dasar buat 

mencegah orang lain menggunakan merek yang sama 

holistik atau sama dalam pokoknya pada aliran buat 

barang dan/atau jasa sejenissama holistik atau sama 

dalam pokoknya dan dimohonkan registrasi  sang orang 

lain buat barang dan/ atau jasa sejenis. 

Jika Indikasi Geografis pemohon merupakan forum yang 

mewakili masyarakat daerah produksi, forum pemerintah daerah 

                                                 
48 Freddy, “Merek Terkenal,” diakses 3 Juni 2021, http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-

merek. 
49 Ranti Fauza Mayana, Loc. cit. 

http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek
http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek
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dengan kekuasaan provinsi, dan aspek kekayaan intelektual lainnya, 

indikasi geografis tersebut tidak sinkron dengan aspek kekayaan 

intelektual lainnya, seperti paten, merek, hak cipta, dan desain Produk 

industri. provinsi. Dan tingkat kabupaten. Dengan memahami merek 

dagang geografis itu sendiri, Anda dapat memahami hubungan 

interaktif antara hak kekayaan intelektual dan merek dagang geografis. 

Indikasi geografis dapat diartikan sebagai50 : 

“A geographical indication is a sign used on goods that have a 

specific geographical origin and possess qualities or a reputation that 

are due to that place of origin. Most commonly, a geographical 

indication consists of the name of the place of origin of the goods. 

Agricultural products typically have qualities that derive from their 

place of production and are influenced by specific local factors, such 

as climate and soil. Whether a sign functions as a geographical 

indication is a matter of national law and consumer perception.” 

 

Atas dasar ini, dapat dibatasi bahwa indikasi geografis 

sebenarnya merupakan tanda (merek) komoditas dengan asal geografis 

tertentu, dan memiliki kualitas yang pasti atau reputasi yang baik 

lantaran lokasinya. Berisi nama-nama produk lokal dan manufaktur. 

Secara umum, produk pertanian memiliki kualitas yang sesuai untuk 

produksi lokal dan secara khusus ditentukan oleh faktor lokal seperti 

iklim dan tanah. Setiap tanda yang merupakan indikasi geografis 

tunduk pada peraturan nasional dan persepsi konsumen. 

 

2. Teori Kepastian Hukum 

                                                 
50 WIPO, “Geographical Indications,” diakses 6 Mei 2022, 

http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html. 

http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html
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Hukum tidak dibuat tanpa kejelasan, hukum dibuat dengan visi dan 

informasi yang jelas. Hukum dasar ini didirikan sebagai alat untuk 

mendukung keadilan, ketertiban dan kepatuhan hukum. Sebagai orang yang 

menganut positivisme, mereka lebih fokus pada hukum daripada pada sisi 

hukum masyarakat dan memahami di mana harus meletakkan hak dan 

kewajibannya. 

Tentang pendapat Soerjono Soekmto bahwa perlindungan hukum 

memerlukan pembuatan undang-undang atau peraturan untuk menciptakan 

lingkungan yang aman dan damai di negara ini. Sejumlah masalah hukum 

dapat ditemukan dalam situasi tertentu, yaitu: 

a. Adanya peraturan atau regulasi yang jelas dan konsisten untuk penegakan 

hukum; 

b. Instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan tersebut akan fleksibel;  

c. Kekuatan sistem yang tidak memihak dalam penerapan hukum terhadap 

perorangan dan badan hukum 

Kepatuhan terhadap hukum ini adalah sistem hukum di mana hukum 

diterapkan menurut hukum dan negara tempat hukum diterapkan di satu 

tempat.51 

Menurut pendapat Radbruch, negara hukum adalah sebagai berikut: 

“Hubungan antara keadilan dan negara hukum harus diperhatikan. Karena 

negara hukum harus dijaga demi keamanan bangsa itu, hukum yang baik 

harus dihormati sama sekali. waktu. Jika konten tidak pantas, atau tidak 

                                                 
51 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi (Bandung: CV. Sinar 

Baru, 1983), 24. 
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sesuai dengan maksud hukum. Namun, ada kasus lain, yaitu ketika konflik 

antara isi hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga hukum seolah-

olah salah pada saat itu, maka dapat diterapkan sistem hukum yang 

bekerja..52 

Di sini, peranan hukum adalah untuk mencapai pengertian yang jelas 

tentang hukum, demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. 

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, “pengakuan hukum mensyaratkan 

terciptanya asas-asas umum atau undang-undang yang diterima secara 

umum, agar tercipta keadaan yang baik dan damai dalam masyarakat.53 

Perwalian hukum dapat dibuat jika situasinya jelas54 : 

a. Akses ke peraturan hukum yang jelas atau transparan, mudah 

diakses dan konsisten; 

b. Instansi pemerintah (eksekutif) menerapkan undang-undang 

yang telah mereka buat secara konsisten;  

c. Masyarakat akan dan peraturan untuk beradaptasi dengan 

hukum-hukum ini; 

d. Di pengadilan, hakim tidak mendukung penerapan aturan 

hukum dan selalu menerapkannya untuk menyelesaikan 

perselisihan; 

e. Pelaksanaan putusan pengadilan harus selalu diterapkan 

                                                 
52 Theo Huijbers, Filasafat Hukum Dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 163 
53 Soejono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia, Cetakan keempat (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), 55. 
54 Jan Michael Otto, Kepastia Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono 

(Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), 5. 
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Kepastian hukum adalah prinsip ketika undang-undang dirancang dan 

dilaksanakan secara adil dan koheren yang terorganisir dengan baik dan 

rasional. Yang jelas di sini adalah bahwa hukum tidak memiliki banyak 

definisi dan menjadi seperangkat aturan dan aturan lainnya sehingga aturan 

hukum yang satu tidak bertentangan dengan aturan yang lain. Hukum 

memiliki ciri-ciri antara lain: 

a. Adanya paksaan dari ketiadaan atau (kesimpulan) dari pungutan 

untuk memelihara dan memajukan tatanan sosial melalui 

penerapannya;  

b. Sifat hukum dan peraturan yang berlaku untuk semua orang. 

Persetujuan hukum ini penting bagi negara untuk menciptakan 

sistem hukum yang baik 

Pengenalan hukum sebagai perisai mengarah pada pelaksanaan hukum 

yang adil, jelas, fleksibel dan konsisten serta bebas dari campur tangan atau 

pengaruh yang bukan hukum. Komitmen hukum ini tertuang dalam Pasal 

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau setiap orang berhak 

menerima hak dan kewajibannya, memperkenankan janji dengan natura. 

Perlindungan hukum dan perlindungan hukum Kontrol di tangan hukum dan 

perlakuan yang adil di depan hukum. 

Jelas bahwa hukum tidak bisa kuat, harus terlebih dahulu dengan 

adanya penegak hukum. Karena dalam contoh positivisme, penafsiran 

hukum adalah undang-undang dan undang-undang melarang semua undang-
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undang yang sejenis, sehingga tidak ada asas yang tumpang tindih dan 

pelaksanaan undang-undang itu bukan undang-undang melainkan undang-

undang pemerintahan.55 

Ada 4 (empat) faktor yang berhubungan dengan pengertian kriteria 

hukum: 

a. Dalam hukum memiliki arti hukum yang sebenarnya 

(gesetzkiches Recht), sebagai acuan perbuatan hukum dan 

perbuatan hukum; 

b. Hukum didasarkan pada fakta hukum (Tatsachen), bukan pada 

prosedur sederhana tetapi pada penilaian hakim untuk bertindak 

sebagai kebaikan, kehendak; 

c. Fakta hukum harus dinyatakan secara sistematis dan jelas untuk 

menghindari salah pengertian atau penafsiran yang salah; 

d. Tidak dapat mengubah sistem hukum, dikhawatirkan akan 

mempengaruhi sistem hukum itu sendiri.  

Dalam pendapat tentang pengesahan hukum menurut para ahli di atas, 

mari kita ingat pendapat Soerjono Soekamto bahwa pengesahan hukum 

memerlukan pembuatan undang-undang atau peraturan yang dirancang 

untuk menciptakan lingkungan yang baik dan damai di masyarakat. 

Beberapa aspek kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi tertentu, salah 

satunya adalah adanya asas atau kaidah penerapan hukum yang jelas dan 

konsisten. Disini berarti ada hukum yang jelas dan konsisten dalam 

                                                 
55 Afner Juwono, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum online,” diakses 2 Mei 2022, 

http.//afterjuwono.blogspot.com. 
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pelaksanaan undang-undang, maka dalam pelaksanaan undang-undang, 

undang-undang atau undang-undang yang jelas dan konsisten akan lebih 

diutamakan daripada penyelesaian masalah hukum mengacu pada aturan-

aturan atau aturan-aturan yang jelas dan konsisten. peraturan. 

Jika hak kekayaan intelektual dipengaruhi oleh hukum merek, benang 

merah dapat ditarik dari kasus yang timbul dari sengketa merek melalui hak 

asuh hukum. Persetujuan hukum adalah alat utama yang dimiliki hakim 

untuk mempertimbangkan keputusan dalam sengketa merek yang tertunda 

di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini kepastian hukum tidak dapat 

dipisahkan dari situasi mencari keadilan. Karena kepastian hukum 

merupakan bagian dari tulang punggung sebagai cara kontrol hakim dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan kontroversial khususnya sengketa merek 

untuk mendapatkan penegakan hukum. 

 

3. Teori Sistem Perlindungan Merek dan Merek Terkenal 

Rambu-rambu terkenal ini memiliki ciri khusus yang membedakannya 

dengan rambu biasa karena statusnya sebagai rambu terkenal, oleh karena 

itu, ada unsur “perlindungan khusus” yang hanya dimiliki oleh merek-merek 

terkenal, dengan kata lain, Perlindungan ini tidak  tipe normal, tetapi hanya 

tipe populer yang memilikinya. Pada bagian ini akan dijelaskan. 

Perlindungan khusus bagi merek-merek ternama sesuai perjanjian 

internasional yang salah satunya diatur melalui Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Perjanjian 
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internasional ini sangat mempengaruhi Indonesia dalam perlindungan 

hukum, khususnya untuk spesies terkenal. Indonesia telah menjadi salah 

satu pihak dalam perjanjian tersebut, yang berarti harus memenuhi 

kewajiban internasionalnya. 

Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa: 

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis 

mutandis, to goods or services which are not similar to those in 

respect of which a trademark is registered, provided that use of that 

trademark in relation to those goods or services would indicate a 

connection between those goods or services and the owner of the 

registered trademark and provided that the interest of the owner of the 

registered trademark are likely to be damaged by such use. 

 

Menurut Pasal 16 ayat (3) perjanjian perjalanan ada peluang bagi 

merek terkenal, yaitu merupakan perpanjangan dari perlindungan hukum 

terhadap merek terkenal yang mengatur barang atau jasa yang tidak sejenis. 

barang atau pekerjaan yang tidak sejenis) berdasarkan kriteria berdasarkan 

konsep hubungan yang erat antara produk yang menggunakan merek dan 

produsen, dan apakah penggunaan atau pendaftaran pihak ketiga untuk 

barang yang tidak sejenis mungkin rusak. kepentingan pemilik merek 

terkenal. 

Mengingat posisi Indonesia sebagai negara dalam Travel Agreement 

yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap 

produk bermerek baik terhadap produk sejenis, maka perdagangan tidak 

akan berkembang dengan baik jika produk terkenal yang berbeda tidak 

mendapat perlindungan hukum yang baik di negara tersebut. . Peniruan 

merek terkenal untuk produk yang tidak sejenis melanggar merek terkenal, 
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yang berdampak pada ketidakpercayaan pihak asing dan terjaminnya 

perlindungan merek terkenal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. 

Perjanjian TRIPS digunakan sebagai dasar negara-negara anggota 

Konvensi Paris dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk 

memberikan perlindungan bagi merek-merek terkenal, dibandingkan dengan 

perjanjian dengan Amerika. Ini adalah perlindungan khusus yang diberikan 

kepada orang-orang terkenal di Amerika. 

Mengingat status Indonesia sebagai negara dalam Perjanjian 

Perjalanan yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan 

merek yang baik untuk produk yang berbeda, perdagangan tidak akan 

berkembang dengan baik jika produk terkenal yang berbeda tidak mendapat 

perlindungan hukum yang baik di negara tersebut. . Peniruan merek terkenal 

untuk produk yang tidak sejenis melanggar merek terkenal, yang berdampak 

pada ketidakpercayaan pihak asing dan terjaminnya perlindungan merek 

terkenal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.  

Undang-undang merek dagang Amerika yang disebut Lanham Act 

mengatur perlindungan merek dagang terkenal di Amerika Serikat. 

Ketentuan ini jelas memberikan perlindungan merek terkenal terhadap 

pengenceran. Teori pengenceran berasal dari Jerman, tepatnya pada tahun 

1924, kemudian pada tahun 1927 teori pengenceran ini diperkenalkan di 

Amerika berkat terbitnya artikel berjudul “The Rational Basis of Trademark 
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Protection” yang ditulis oleh Frank I. Schechter56. Schechter merujuk dalam 

artikelnya pada kasus yang muncul sebelumnya di Jerman mengenai pemilik 

merek dagang ODOL, merek dagang terkenal untuk penghobi yang 

menghapus merek dagang serupa untuk produk logam. Kata pengadilan.57 

“Such use of the mark ODOL on non competing goods was against 

good morals (“gegen die guten Sitten”) and violated the principles of 

fair trade. The protection was based on the lessening of the mark’s 

selling power and on the impairment of the owner’s ability to 

compete. Thus, dilution protection for famous marks was initially 

based on the general unfair competition law.” 

 

Dalam kasus ODOL, pemilik merek terkenal menggugat agar 

produsen produk baja tidak menggunakan merek ODOL sebagai merek 

dagang. Meskipun obat kumur dan peralatan baja tahan karat adalah produk 

yang berbeda atau tidak bersaing, pengadilan Jerman menemukan bahwa 

pemilik merek dagang ODOL memiliki kepentingan yang kuat untuk 

memastikan bahwa merek dagang mereka tidak dilanggar. Berdasarkan 

kasus tersebut, pengadilan menyatakan bahwa ODOL akan kehilangan hak 

untuk menjual jika ada yang memiliki akses terhadap merek tersebut. Hanya 

dalam waktu tiga tahun setelah keputusan tersebut, dilusi telah mencapai 

benua Amerika.58 

Pemilik merek terkenal dapat mencegah pelanggan lain untuk 

menggunakan merek dagangnya, bahkan untuk produk yang tidak 

                                                 
56 William T. Vuk, “Protecting Baywatch And Wagamama: Why The European Union Should 

Revise The 1989 Trademark Directive To Mandate Dilution Protection For Trademark,” Fordham 

Internasional Law Jurnal 21, No. 3 (1997): 86. 
57 Marcus H. H. Luepke, “Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark—a 20/20 

Perspective on the Blurred Differences Between u.s. and e.u. Dilution Law,” The Law Journal of 

The International Trademark Association 98, No. 3 (2008): 92. 
58 Natalie J. McNeal, “Trademark: Victoria’s Dirty Little Secret; A Revealing Look At What The 

Federal Trademark Dilution Act Is Typing To Conceal,” Oklahoma Law Review 56, No. 4 (2003): 

977. 



 

46 

 

bersaing.59Selanjutnya, hukum Lanham mendefinisikan dilusi sebagai 

pelanggaran reputasi merek terkenal, yang disebabkan oleh peniruan merek 

terkenal oleh persaingan merek yang baik atau produk yang berbeda dari 

merek buruk, sehingga memberikan peluang. kebingungan dan penipuan 

untuk menahan di kota. 60 

Doktrin pengenceran merek adalah asas hukum merek yang 

memungkinkan pemilik merek melarang pihak lain untuk menggunakan 

mereknya dengan cara yang mengancam kekhasan merek tersebut. 61 Dilusi 

merek adalah ketika salah satu pihak menggunakan merek yang sama atau 

mirip dengan merek lain pada produk yang tidak bersaing (produk yang 

tidak sejenis), yang dapat mengurangi kekuatan merek dan dapat 

menyebabkannya. Konsumen bingung tentang sumber merek. 62 

Pengertian dilusi menurut Black’s Law Dictionary yaitu: 

“The act or an instance of diminishing a thing’s strength or lessing its 

value; The impairment of a famous trademark’s strength, 

effectivenesss, or distinctiveness through the use of the mark on an 

unrelated product, usually blurring the trademark’s distinctive 

character or tarnishing it with an unsavory association. Trademark 

dilution may occur even when the use is not competitive and creates 

no likelihood of confusion.” 

 

Dilusi menurut International Trademark Association (INTA) adalah 

“Dilution is the unauthorized use of a highy distinctive mark by 

another in a manner which tends to blur its distinctiveness or tarnish 

its image even without any likehood of confusion. Dilution is when the 

                                                 
59 H.D. Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia 

dan Amerika Serikat (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasacasarjana, 2003), 111. 
60 Julius Rizaldi, Op., Cit, h. 61. 
61 Brajendu Bhaskar, “Trademark Dilution Doctrine: The scenario Post TDRA 2005,” NJUS L. 

Rev 1, No.4 (2008): 637. 
62 Ibid 
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unauthorized use of a famous mark reduces the public’s perception 

that the mark signifies something unique, singular, or particular.” 

 

Secara umum faktor pengenceran produk berasal dari tiga faktor, 

yaitu:63 

a. Idealnya, keindahan suatu produk dapat memberikan rasa 

keterhubungan antara satu produk dengan produk lainnya. 

b. Power, kekuatan suatu merek dapat memberikan rasa aman 

kepada masyarakat konsumen. 

c. Unik, citra merek menarik konsumen, ini adalah merek unik, 

seperti yang dikatakan Volvo dan Qantas. 

Dalam hal pengenceran sebagai perlindungan terhadap merek 

terkenal, harus dibuktikan tiga hal:64 

a. Brand is a well-known or popular brand (merek terkenal atau 

populer); 

b. Merek dagang memiliki arti yang serupa, terutama untuk barang 

yang berbeda (seperti merek dagang tetapi produk dan layanan 

berbeda); 

c. Adanya penggunaan bahan yang tipis, lepas dan sobek tanpa ijin 

(ada pengenceran atau penodaan nama atau nama dirusak tanpa 

alasan yang jelas) . 

                                                 
63 Joel H. Steckel, Robert Klein dan Shelley Schussheim, “Dillution Through The Looking Glass: 

A Marketing Look at The Trademark Dillution Revision Act of 2005,” The Trademark Reporter 

96, INTA, USA, (2006): 625-627. Seperti dikutip dalam Julius Rizaldi, Op., Cit, 118. 
64 Thomas Mc. Carthy, Trademark and Unfair Competition, 4ed (USl West Group, US, 2000), 20. 

Seperti dikutip dalam Rahmi Jened II, Op. Cit., 243-244. 
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Juga, ada pendapat yang mengatakan itu terkait dengan perlindungan 

dari pengenceran moral: 65 Around the world, a trend is developing towards 

greater protection in this area beyond the minimum standard set by TRIPs 

Agreement, in the form of an “anti-dillution” right which is available in the 

absences of confusion or deception of the public.” 

Dapat disimpulkan bahwa dilusi adalah pengurangan nilai merek 

(khas/unik) dan merek terkenal dalam bentuk kebingungan atau pencemaran 

akibat penggunaan merek yang tidak sah oleh orang lain. dan produk dari 

kelas yang berbeda. dan merek, terlepas dari kebingungan tentang asal 

produk, konsumen dan apakah ada persaingan di pasar atau tidak. 

Perlindungan pengenceran merek terkenal didasarkan pada perlindungan 

kualitas kekuatan pembeda merek terkenal dan perlindungan nama terhadap 

orang lain yang mungkin melanggar merek terkenal tersebut, meskipun 

konsumen bingung tentang merek terkenal tersebut. sumber . produk atau 

persaingan antara keduanya.  

Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan kepentingan orang lain 

dalam hal ini pemilik merek terkenal tersebut, serta untuk melindungi merek 

terkenal yang memuat barang-barang yang tidak sama jenis dan dasarnya 

karena tidak menyesatkan. di muka umum. Alasan “kerumitan hubungan 

dagang” sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah merek yang sama 

                                                 
65 Ng-Loy Wee Loon, Protection of Well-Known Marks in Singapore, The Marx Planck Institute 

For Foreign and International Patent, Copyright & Competition Law (Singapore, 1999), 3. Seperti 

dikutip dalam Julius Rizaldi, Op., Cit, 118-119. 
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dengan merek terkenal dapat ditolak atau dibatalkan dan didaftarkan untuk 

produk yang tidak sejenis.66 

Hal yang sama ditegaskan, bahwa penggunaan merek dalam kaitannya 

dengan barang atau jasa yang bersangkutan akan memberikan “indicia of 

relationship” antara barang dan jasa pemilik merek dengan kepentingan 

pemilik. merek terdaftar tersebut biasanya akan mengakibatkan kerugian 

karena pemakaian.67 

Ada dua jenis pengenceran yang dikelompokkan menurut 

pengaruhnya terhadap persepsi konsumen. Filter dan deterjen. Pengenceran 

karena ketidakjelasan terjadi ketika terdapat suatu merek yang pada 

prinsipnya mirip atau secara umum dengan merek terkenal dimana kedua 

merek tersebut merupakan barang yang terpisah sehingga tidak 

membingungkan konsumen. Akhirnya, keunikan merek terkenal (unique 

power) semakin berkurang atau bahkan hilang.68 Pengalihan terjadi ketika 

kekuatan merek diperkuat oleh identitasnya untuk produk yang tidak 

sejenis, meskipun kesamaan merek tidak menyebabkan kebingungan antara 

konsumen dari kedua tubuh produk, tetapi masing-masing mengurangi 

karakteristik spesies yang berbeda. Salah satu contoh pelanggaran adalah 

kasus pengecer pakaian Victoria's Secret menggugat toko perlengkapan pria 

dengan nama yang mirip, Victor's Secret.  

                                                 
66 Suyud Margono, Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), 106. 
67 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam 

Rangka WTO, TRIPs) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 46. 
68 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi 

(Jakarta: Kencana, 2015), 246. 
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Dilusi karena pencemaran nama baik terjadi karena ketika suatu merek 

terkenal digunakan oleh orang lain dengan cara yang bertentangan/tidak 

sesuai dengan pendapat yang ditetapkan dan dipelihara oleh orang yang 

memiliki merek terkenal tersebut. Pelanggaran merek dagang yang umum 

adalah akibat dari penggunaan merek yang tidak sah oleh terdakwa untuk 

menghancurkan, mengurangi atau merusak kualitas khas dari merek 

tersebut.69 Contoh kasus perusakan adalah ketika ada logo Polo dimana 

penunggangnya jatuh dari kudanya, yang dapat merusak logo Polo asli. 

Sejak meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia telah 

melakukan beberapa kali perubahan terhadap UU Perdagangan. Yang 

terbaru adalah UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 

(disebut juga UU Merek). Perlindungan hukum merek-merek terkenal 

terhadap dilusi di Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas dan 

spesifik. Namun. 

Pasal 21 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa: 

“(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:” 

….. 

“c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak 

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu” 

Dengan ketentuan ini diperoleh keistimewaan merek terkenal, yaitu 

merek tersebut tidak dapat didaftarkan meskipun kesamaan itu 

                                                 
69 Ibid. 
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mempengaruhi kelas barang atau jasa yang tidak sejenis, bertentangan 

dengan ketentuan dan tanda yang lazim. yang mungkin tidak mirip dengan 

merek yang serupa, tetapi dengan merek terkenal dari kelas barang atau jasa 

yang sama, tidak sama atau berbeda.  

Dalam hal pengenceran, Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek mengatur 

larangan pendaftaran yang pada prinsipnya sama atau secara umum dengan 

merek terkenal untuk produk yang tidak sejenis. . Namun, larangan 

kesamaan dengan merek terkenal untuk barang serupa ternyata masih 

banyak karena Pasal 21 ayat (1) huruf c mengatur “syarat-syarat tertentu” 

yang harus dipenuhi. Saat ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa 

yang dimaksud dengan "persyaratan tertentu". Meskipun pasal 21(4) 

undang-undang merek dagang mengamanatkan pelaksanaan undang-undang 

yang menjelaskan masalah ini, sejauh ini tidak ada informasi mandat yang 

diterbitkan. Ini menciptakan celah hukum yang terkait dengan dilusi. 

Keadaan ini diperparah dengan sistem hukum Indonesia (hukum nasional 

atau Eropa kontinental) yang tidak menghormati asas-asas hukum, sehingga 

para hakim tidak wajib mengikuti hukum yudisial. Oleh karena itu, 

Indonesia tidak memiliki aturan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa 

terkait isu tersebut. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum pemilik merek Nike palsu di pasar, pedagang 
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kaki lima dan toko di Yogyakarta tidak berjalan karena otoritas yang 

berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak 

menemukan kurangnya pengawasan, pembinaan dan penegakan 

hukum . Pelanggaran merek yang merupakan pelanggaran aduan 

berarti belum cukup kehati-hatian pemilik merek untuk mengajukan 

pengaduan kepada pihak yang berwajib seperti Kementerian Hukum 

dan HAM, dimana kewenangan hukum tidak akan ada. mudah. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik 

merek dagang Nike dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM, 

dimana tidak adanya kualifikasi atau staf merek dagang di lingkungan 

Kementerian Hukum dan HAM diakui sebagai penghambat sistem 

perlindungan. memimpin atau berkomplot dengan konsumen untuk 

terlibat dalam praktik bisnis penipuan yang dipandang tidak hanya 

merugikan pemilik merek, tetapi juga tidak melibatkan konsumen. 

Kurangnya kontrol terhadap waktu atau sewaktu-waktu juga menjadi 

kendala perlindungan hukum atas merek. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Menurut 

Abulkadir Muhammad yang dimaksud menjadi penelitian aturan normatif- 

realitas (applied law research) merupakan penelitian yang memakai studi 

masalah aturan hukum empiris berupa produk konduite aturan.  Penelitian 
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hukum empiris bermula menurut ketentuan aturan positif tertulis yang 

diberlakukan dalam persitiwa aturan in concreto pada masyarakat, sebagai 

akibatnya pada penelitiannya selalu masih ada adonan 2 termin kajian 

yaitu:70 

Tahap ke 2 merupakan penerapan dalam insiden in concreto guna 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Penerapan tadi bisa diwujudkan 

melalui perbuatan konkret dan dokumen aturan. Hasil penerapan akan 

membangun pemahaman realisasi aplikasi ketentuan- ketentuan aturan 

normatif yang dikaji sudah dijalankan secara patut atau nir. Penggunaan ke 2 

tahapan tadi membutuhkan data utama dan data sekunder. 

Peneliti akan mempelajari rumusan kasus menggunakan kebiasaan 

dan kaidah aturan yang berlaku, memaparkannya secara lebih jelasnya lalu 

menaruh solusi aturan terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang 

penelitian normatif-realitas tadi. Peneliti nir menutup kemungkinan buat 

menerima data dilapangan supaya sanggup mempelajari lebih mendalam 

rumusan pertarungan peneliti. 

 

2. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap merek 

terkenal Nike terhadap pelanggaran dalam peniruan produk merek terkenal 

Nike di Yogyakarta. 

 

                                                 
70 Ibid. 
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3. Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian ini, merogoh data utama dan data sekunder. Data 

utama yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sang peneliti secara 

eksklusif menurut asal datanya. Data utama diklaim jua menjadi data orisinil 

atau data baru. Untuk menerima data utama, peneliti wajib  

mengumpulkannya secara eksklusif. Teknik yang bisa dipakai peneliti buat 

mengumpulkan data utama menggunakan melakukan wawancara. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara. Hal tadi berarti bahwa 

peneliti berperan menjadi pihak kedua, lantaran nir dihasilkan secara 

pribadi. Pengecualian jua dalam penelitian kuantitatif. Beberapa peneliti 

mengutip dokumen misalnya literatur atau teks akademis, website, dan 

lainnya menjadi data sekunder. 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

anggota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.71 Data utama 

penelitian ini diperoleh terutama melalui wawancara, oleh karena itu 

jawaban-jawaban berikut berasal dari sumber yang sama dan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Sumber adalah orang yang memberikan 

informasi tentang data yang peneliti perlukan, jika mereka 

mengetahuinya, peneliti tidak dapat memberikan jawaban yang 

diminta. Penelitian kualitatif menuntut informan untuk memperoleh 

                                                 
71 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990), 10. 
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data kualitatif. Kebenaran informasi yang diberikan pelapor adalah 

benar menurut pelapor, bukan penyidik. 72 Oleh karena itu, harus 

memberikan ruang bebas bagi properti untuk mengekspresikan 

pandangannya. Narasumber penelitian ini adalah anggota Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang menduduki jabatan di bagian penelitian aplikasi HKI. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang dipakai buat 

mendukung data utama yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, 

buku, majalah, koran, file tertulis yang herbi obyek yang akan diteliti 

dalam penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan asal yang nir 

eksklusif menaruh data pada pengumpul data, contohnya lewat orang 

lain atau dokumen.73 Sumber data sekunder ini akan mempermudah 

peneliti buat mengumpulkan data-data dan menganalisis output 

menurut penelitian ini yang nantinya bisa memperkuat temuan dan 

membentuk penelitian yang memiliki taraf validitas yang tinggi. 

Sumber data sekunder berupa seluruh publikasi mengenai aturan 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai 

aturan mencakup kitab  - kitab   Naskah, kamus peraturan, jurnal 

normatif dan seminar yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta sesuai dengan tiga (tiga) 

                                                 
72 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 174-175. 
73 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015), 187. 



 

56 

 

kaidah, yaitu: 

1) Spesifikasi bahan dasar, i. H Materi yang mempunyai 

kekuatan mengatur dan mengekang manusia ini terdiri dari 

berbagai peraturan perundang-undangan terkait, dan 

peraturan perundang-undangan tersebut memanfaatkan 

kontroversi penelitian ini, yaitu 

a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis; 

c) TRIP’s (Trade Relation Aspects o Intellectual 

Property Right). 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang 

Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang 

Kelas Barang atau Jasa bagi pendaftaran Merek. 

2) Bahan sekunder merupakan bahan yang memberikan 

informasi tentang komponen utama komposisi. komposisi 

menurut output penelitian, kitab  -kitab   mengenai merek 

dagang populer asing juga arsip-arsip, laporan-laporan, 

jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang dipercaya relevan 

menggunakan penelitian ini 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai peneliti pada 

menerima data pada lapangan. Dalam penelitian empiris, terdapat beberapa 

teknik yang generik dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, 

dan observasi. Menurut Suharsimi Arikunto, teknik pengumpulan data 

merupakan indera bantu yang pada pilih dan dipakai sang peneliti pada 

kegiatannya mengumpulkan supaya aktivitas tadi menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.74 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan Non Random 

sampling. Non random sampling adalah cara pengambilan sampel yang 

tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih dengan 

sampel dengan jenis Quota sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan 

menetapkan subyek yang akan diteliti. 

Adapun teknik pengumpulan data pada melakukan penelitian ini 

merupakan menjadi berikut: 

a. Teknik Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indera untuk 

mengumpulkan data berupa pedoman wawancara. Wawancara 

merupakan cara untuk mempelajari berita dengan mewawancarai 

pertanyaan pribadi mitra. Wawancara merupakan proses hubungan dan 

komunikasi.75 

Dalam sebuah wawancara, ini merupakan alat formulir 

pertanyaan, dan Anda akan menerima jawaban berdasarkan pendapat 

                                                 
74 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134. 
75 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. cit., 57. 



 

58 

 

konsultan dan orang yang diwawancarai. Peneliti menggunakan indera 

untuk mengumpulkan data melalui pedoman wawancara, yaitu. Yakni 

Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia, Kanwil 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Peneliti hendaknya saling bekerja sama, saling menghormati, 

saling memberi dan menerima ketika melakukan wawancara untuk 

memperoleh informasi yang seakurat dan seobjektif mungkin. 

b. Studi Pustaka 

Penelitian sastra merupakan metode penelitian normatif yang 

unik. Dalam penelitian empiris, penelitian kepustakaan merupakan 

teknik pengumpulan data yang digunakan bersama dengan metode 

lain seperti wawancara dan survei kuesioner.76 

Penulis menyelidiki asal-asal tertulis yang herbi proteksi aturan 

pemegang merek dagang Nike dalam barang tiruan sepatu yang 

tersebar pada Indonesia. 

 

5. Metode Pendekatan 

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang sengketa, 

perlu dilakukan penyelidikan, pengamatan dan penyidikan terhadap pokok-

pokok penyidikan, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan yang dapat 

dijelaskan oleh semua pihak. Bahas. 

Pendekatan relevan menggunakan penelitian aturan ini merupakan 

                                                 
76 Lud Waluyo, Pengkajian Sastra Rekaan (Salatiga: Widyasari Press, 2002), 50. 
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pendekatan peraturan perundang- undangan (Statue Approach), yaitu 

menggunakan mempelajari peraturan perundang- undangan yang relevan 

menggunakan perkara yang dibahas dan pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach) yang mempelajari pandangan pakar yang berkaitan 

menggunakan utama perkara. 

Metode rekam untuk mencari data untuk melindungi orang lain Statue 

Approach dan Conseptual Approach merupakan pendekatan yuridis realitas. 

Pendekatan yuridis realitas merupakan menekankan penelitian yang 

bertujuan memperoleh pengetahuan aturan secara realitas menggunakan 

jalan terjun eksklusif ke obyeknya yaitu mengetahui proteksi aturan 

terhadap pemegang merek dagang Nike menggunakan studi pada Jalan 

Mataram Yogyakarta. Penyidikan yang dilakukan dekat dengan hukum yang 

sebenarnya, yaitu penyidikan yang dilakukan dengan meneliti pengecualian 

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara. Metode 

sebenarnya merupakan melakukan studi kasus dengan maksud dan tujuan 

penyelidikan fakta, dan kemudian terus menggunakannya untuk 

menemukan dilema, dan kemudian mengarah pada dilema identifikasi. 

Kedekatan hukum dengan kenyataan merupakan untuk menyelesaikan 

subyek kajian sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pembatasan 

penggunaannya oleh penduduk.  

 

6. Analisis Data 
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Teknik analisis data, seperti pemantauan pemrosesan data, merupakan 

merupakan pekerjaan peneliti dan membutuhkan pemikiran yang tepat dan 

optimal. Dalam proses analisis data, kemampuan metode peneliti diuji. 

Dengan membaca data yang terkumpul dan melakukan proses pengolahan 

data, peneliti akhirnya memilih analisis yang akan diterapkan.77 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya merupakan mengolah dan 

menganalisisnya. Pengolahan hasil pengumpulan data di tempat dilakukan 

melalui penyuntingan, dan peneliti menggunakan data tersebut secara 

cermat sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian yang dilakukan. 

Analisis naratif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari 

penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. 

Analisis naratif kualitatif ini pada dasarnya merupakan pernyataan yang 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan karya tulis.Berdasarkan penelitian 

kepustakaan, pernyataan-pernyataan tersebut didukung oleh studi lapangan 

yang menghasilkan data penelitian.78 

Analisis memakai naratif kualitatif dan peneliti memperoleh data 

berdasarkan aneka macam macam sumber. Seperti data yang peniliti bisa 

berdasarkan tiga lokasi penelitian yaitu dari Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

Penggunaan analisis naratif kualitatif untuk menghasilkan data tentang 

pekerjaan penindasan pelanggaran merek telah mengakibatkan arus keluar 

produk yang melanggar masih terjadi. Distributor sendiri terus menjual 

                                                 
77 Ibid, 77. 
78 Lud Waluyo, Teknik Metode Dasar Mikrobiologi (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang 

Press, 2008), 77.  
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produk palsu dari merek populer seperti Nike.. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 5 (lima) BAB yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I, akan menguraikan pendahuluan, terdiri dari latar belakang 

masalah yang menunjukkan mengapa studi ini penting untuk dilakukan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II, Landasan Teoritik. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-

teori mengenai pengawasan, perlindungan hukum, kewenangan pemerintah. 

BAB III, Analisis dan Pembahasan mengenai Mekanisme Bentuk 

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek terkenal Nike sebagai Hak 

Kekayaan Intelektual di Yogyakarta. 

BAB IV Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran.
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BAB II 

MEREK DAGANG DAN SISTEM PERLINDUNGAN MEREK 

TERKENAL 

A. Tinjauan Umum tentang Merek Dagang 

1. Pengertian Merek Dagang 

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dagang merupakan Merek 

dagang merupakan merek yang dipakai dalam barang yang diperdagangkan 

sang seseorang atau beberapa orang secara beserta-sama atau badan 

anggaran untuk membedakan menggunakan barang homogen lainnya. 

Merek dagang merupakan keliru satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang 

terdiri berdasarkan tanda, desain, atau aktualisasi diri yang bisa dikenali 

buat mengidentifikasi produk atau layanan yang didistribusikan ke pasar. 

Merek dagang inilah yang menciptakan suatu produk atau jasa menjadi unik 

dan tidak sama menggunakan bisnis sejenis lainnya, dan menciptakan 

pembeli atau pelanggan lebih gampang mengenali produk.79 

Menurut Hermawan Kartajaya,80 Merek merupakan aset yang 

menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan 

kualitas pelanggan. Kartajaya mengungkapkan bahwa merk merupakan 

keliru satu atribut yang sangat krusial berdasarkan sebuah produk yang 

                                                 
79 Tokopedia, “Merek Dagang,” diakses 9 April 2023, https://kamus.tokopedia.com/m/merek-

dagang/. 
80 Hermawan Kertajaya, Brand Operation (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2010), 4. 

https://kamus.tokopedia.com/m/merek-dagang/
https://kamus.tokopedia.com/m/merek-dagang/
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penggunaannya dalam ketika ini telah luas lantaran beberapa alasan. Salah 

satunya lantaran merk suatu produk menaruh nilai tambah produk tersebut. 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup merek dagang meliputi merek dagang dan merek 

layanan. Merek lebih cenderung mengacu pada produk komersial berupa 

komoditas, sedangkan merek layanan lebih terkait dengan penggunaan 

produk komersial berupa jasa. Selain merek dagang dan merek jasa, merek 

kolektif disebut juga merek kolektif, digunakan untuk barang yang dijual 

bersama oleh satu orang atau lebih atau badan hukum untuk 

membedakannya dengan barang sejenis lainnya.81 

Merek jasa merupakan merek yang digunakan dalam jasa yang dijual 

oleh satu orang atau lebih atau oleh badan pengatur untuk membedakannya 

dari jasa sejenis lainnya. Contoh merek layanan: KFC Restaurant, 

McDonald's, Aston Hotel, Hyatt Hotel, Matahari Dept Store, Ramayana 

Dept Store, Carrefour, Garuda Indonesia, dan lain-lain. 82 

Merek barang dan merek jasa sama-sama bisa diperdagangkan, jika 

merek barang buat menyatakan merek terhadap barang-barang yang 

diperdagangkan, sedangkan merek jasa merupakan menyangkut jasa-jasa 

yang diperdagangkan, sebagaimana dalam model-model merek pada atas. 

Selain merek dagang dan jasa pada satu pengertian secara terpisah, terdapat 

jua yang diklaim menggunakan merek kolektif yaitu merek yang dipakai 

dalam barang dan/atau jasa pada satu pengertian secara bersamaan 

                                                 
81 Cita Yustisia Serfiyani, dkk, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press,2017), 87. 
82 Ibid. 
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menggunakan ciri yang sama yang diperdagangkan sang beberapa orang 

atau badan aturan secara bersama-sama buat membedakan menggunakan 

barang dan/atau jasa homogen lainnya. 

Merek kolektif merupakan tanda yang digunakan oleh produk atau 

layanan dengan karakteristik yang sama yang dijual bersama oleh beberapa 

orang atau badan hukum untuk membedakan penggunaan produk atau 

layanan serupa lainnya. Merek kolektif dapat didasarkan pada dua atau lebih 

perusahaan yang bekerja sama untuk menciptakan merek yang sama. Merek 

kolektif juga dapat berasal dari unit usaha eksklusif yang menyediakan 

produk komersial berupa barang dan jasa.83 

3. Fungsi Merek Dagang 

Merek dagang merupakan ciri pembeda yang digunakan untuk 

membedakan barang atau produk suatu perusahaan dengan barang atau 

produk perusahaan lain yang sejenis. Merek dagang merupakan penggunaan 

identifikasi produsen barang dan jasa terkait, dan juga menggambarkan 

jaminan, kepribadian dan reputasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan selama negosiasi. 

Fungsi suatu merek dapat dilihat dari perspektif produsen, pengecer, 

dan konsumen:84 

a.     Di pihak produsen, merek digunakan untuk menjamin nilai 

produknya, terutama dari segi kualitas dan kegunaannya. 

Merek penting untuk memilih produk yang akan dibeli. 

                                                 
83 Ibid, 88. 
84 Margono, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 

2002), 20. 
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Tentunya jika produk tersebut tidak memiliki merek, maka 

konsumen tidak mengenal produk tersebut. Oleh lantaran itu, 

suatu produk (baik produk atau tidak) harus memiliki merek. 

Merek yang dikenal konsumen akan kualitas dan harganya 

selalu dianiaya, dipalsukan, “dibajak”, bahkan mungkin 

dipalsukan oleh produsen lain. Persaingan sehat. Menurut 

pendapat saya, "jiwa" perusahaan layak untuk diamati 

bagaimana Anda berperilaku 

b. Dari pihak pedagang, merek dipakai buat kenaikan pangkat . 

Pedagang lebih gampang menjual barang- barang merek 

populer misalnya Nike lantaran Nike telah dikenal sang semua 

rakyat pada dunia. Pedagang menerima output yang instan 

pada penjualan barang menggunakan merek populer dan nir 

perlu mempromosikan barang dagangannya, dikarenakan 

merek populer tadi telah mempunyai reputasi yang baik. 

c. Memakai barang-barang yang mereknya populer merupakan 

pujian tersendiri bagi konsumen, apalagi jika barang-barang 

tadi merupakan produk orisinil yang sulit didapat dan 

dijangkau sang kebanyakan konsumen. Beragamnya merek 

produk yang ditawarkan sang penghasil pada konsumen 

membuahkan konsumen dihadapkan sang aneka macam 

macam pilihan, bergantung pada daya beli atau kemampuan 

konsumen. Masyarakat menengah kebawah yang nir mau 
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ketinggalan memakai barang-barang merek populer membeli 

barang palsunya. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan 

bermutu rendah, nir menjadi perkara asalkan bisa terbeli 

Maka berdasarkan itu bisa disimpulkan berdasarkan 3 aspek tadi 

bahwa merek nir hanya bermanfaat bagi pembuat saja akan namun 

menaruh proteksi pula terhadap pedagang dan konsumen. Selain itu merek 

pun berfungsi menjadi wahana kenaikan pangkat  tadi. 

Merek dagang pada dasarnya dapat memberikan beberapa fungsi, 

diantaranya yaitu fungsi-fungsi berikut ini:85 

a. Tanda pengenal suatu barang yang diproduksi biasanya 

mempunyai nama merek tersendiri. Hal ini cenderung 

dilakukan sang orang atau perusahaan yang menghasilkan 

barang tadi menggunakan tujuan buat membedakan barang 

produksinya berdasarkan barang yang lain. Sebab sebuah 

merek dalam dasarnya sanggup bermanfaat buat 

mengidentifikasi suatu produk barang atau bahkan layanan 

jasa. Nama merek dalam suatu barang atau jasa cenderung 

dilindungi sang hukum. Seseorang nir sanggup merogoh nama 

merek yang telah terdapat buat produk yang telah terdaftar 

lantaran orang tadi sanggup dituntut sang pemilik merek. 

Tetapi pada hal ini merek yang dilindungi merupakan merek 

yang bersifat unik dan sudah didaftarkan menjadi akibatnya 

                                                 
85 Bivisyani Questibrilia, “Merek Dagang serta Fungsinya,” diakses 9 April 2023, 

https://www.jojonomic.com/blog/merek-dagang/. 

https://www.jojonomic.com/blog/merek-dagang/
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menerima proteksi secara penuh. 

b. Alat kenaikan pangkat  suatu barang atau jasa yang hadir pada 

tengah warga  menggunakan disertai adanya nama merek maka 

akan lebih gampang dikenal sang kalangan warga . Adanya 

merek tentu bisa menciptakan warga  menjadi selalu teringat 

menggunakan barang yang ingin dibeli. Terlebih lagi jika 

produk tadi telah terdapat semenjak usang  terdapat pada 

tengah warga . Dengan menyebut merek eksklusif maka 

seorang sanggup teringat dalam barang atau jasa yang terdapat. 

Jadi eksistensi suatu merek sanggup saja menjadi suatu indera 

kenaikan pangkat  bagi suatu barang atau jasa yang 

dimuntahkan sang perusahaan. apabila nama merek semakin 

populer maka barang atau jasa akan semakin poly dipakai sang 

para konsumen. Hal ini tentu merupakan langkah yang 

sempurna dan menjadi bagian menurut taktik marketing terbaik 

c. Jaminan kualitas acapkali suatu barang atau jasa dikenal 

lantaran adanya kualitas yang baik. apabila suatu barang 

mempunyai ketahanan pada jangka saat yang lebih usang   

maka konsumen akan senang  menggunakan produk tadi. 

Selain itu adanya layanan jasa yang baik dan berkualitas dan 

nir mengecewakan tentu akan poly disuka sang warga . Tentu 

saja merek menurut barang atau jasa tadi akan poly dipilih dan 

dipakai sang warga  lantaran adanya agunan kualitas yang baik. 
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Dengan demikian, merek akan semakin dikenal sang warga  

dan bahkan nama merek tadi akan selalu tertanam didalam 

benak konsumen. Saat seorang mengungkapkan nama merek 

eksklusif maka akan ada tentang produk barang atau jasa yang 

berkualitas didalam benak warga. 

d. Menunjukkan berdari barang atau jasa merek dagang pula 

sanggup berfungsi menjadi penunjuk berdari menurut dipakai 

sang konsumen. Sanggup mengindikasikan dan 

membedakannya menurut. Tidak hanya itu saja namun nama 

merek pula sanggup mengidentifikasikan suatu produk menjadi 

akibatnya rakyat sanggup memahami poly hal tentang produk 

tersebut. Dalam hal ini termasuk jua berdari produk atau 

berdari merek. Dengan adanya merek maka suatu produk 

sanggup diketahui secara lebih kentara tentang asalnya. Tidak 

sporadis suatu produk semakin disukai sang rakyat lantaran 

asalnya yang turut memberitahuakn kualitas produk. 

4. Jangka Waktu Perlindungan Merek 

Jangka waktu perlindungan resmi merek terdaftar merupakan 10 

(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya, dan dapat diperpanjang. 

Permohonan perpanjangan harus diajukan secara tertulis oleh pemilik merek 

atau kuasanya untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Sebelum 
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berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. Jika situasi berikut terjadi, 

aplikasi pembaruan dianggap telah disetujui:86 

a. Merek dagang akan terus digunakan dalam produk atau jasa 

yang ditunjukkan dalam sertifikat merek dagang;  

b. Barang atau jasa yang disebutkan di atas akan terus diproduksi 

dan dijual. 

Perpanjangan periode saat ini dimasukkan dalam daftar merek dagang 

umum, diterbitkan dalam informasi merek dagang resmi, dan pemilik merek 

dagang atau pengacaranya diberitahukan secara tertulis. 

Menurut Pasal 28 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa jangka ketika proteksi terhadap 

merek terdaftar merupakan 10 tahun. Jangka ketika ini bisa diperpanjang 

buat masa yang nir dipengaruhi selama 10 tahun hal ini berdasar dalam 

Pasal 35 ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikai Geografis menggunakan pembayaran biaya. Akan namun pemilik 

merek tadi wajib  mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tadi 

itu berakhir. 

5. Merek Terkenal 

Definisi tentang merek populer nir disebutkan secara tegas didalam 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi 

Geografis, tetapi secara tersirat bisa dipandang dalam Penjelasan Pasal 21 

ayat (1) alfabet  b UU Merek. Menurut penerangan pasal tersebut, definisi 

                                                 
86 Harris Mundar & Sally Sitanggang, Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Erlangga,2008), 107. 
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merek populer yakni merek yang dikenal sang rakyat dibidang 

bersangkutan, mempunyai reputasi yang diperoleh lantaran kenaikan 

pangkat   yang gencar dan besar-besaran, investasi pada beberapa negara 

yang dilakukan sang pemiliknya dan terdaftar pada beberapa negara. 

Terdapat 2 terminologi aturan yang mempunyai pengertian sama 

menggunakan merek terkenal, yakni “famous mark” dan “well-known 

mark”. Berikut penjelasannya 87: 

a.  Famous Mark 

Merek-merek terkenal menikmati reputasi yang lebih tinggi 

daripada merek-merek terkenal. Merek populer yang menggunakan 

kategori merek terkenal setidaknya harus terdaftar di 

negara/wilayahnya untuk perlindungan hukum. Kategori ini mungkin 

dilindungi lantaran penggunaan yang tidak sah atas produk dan/atau 

layanan non-pesaing atau tidak cocok. 

b.  Well known Mark 

Merek-merek terkenal biasanya hanya dilindungi dengan 

pendaftaran produk dan/atau produk bantuan mereka. Menggunakan 

merek-merek populer dalam kategori merek terkenal, sulit untuk 

memilih batasan dan ukuran antara merek-merek populer dalam 

kategori merek terkenal. Merek terkenal, merek dagang, dan merek 

terkenal memiliki arti yang sama di beberapa yurisdiksi. Faktanya, 

perbedaan antara merek terkenal dan merek terkenal masih sangat 

                                                 
87 Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia (Surabaya: 

Yuridika, 2000), 241. 
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kecil.88 Keterbatasan kosakata bahasa Indonesia menyebabkan 

munculnya dua istilah yang serupa namun sebenarnya berbeda, yang 

diwakili oleh kata “Populer”.89 

Namun, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) telah 

mengembangkan pedoman untuk mengatasi popularitas merek. Pihak 

berwenang harus mempertimbangkan:90 

a. Keakraban dengan sektor publik atau kesadaran merek yang 

relevan, periode waktu, jumlah dan wilayah geografis 

bergantung pada penggunaan merek; 

b. Masa, jangkauan dan wilayah geografis menurut kenaikan 

pangkat   merek, termasuk pengiklanan dan publisitas dan 

presentasi dalam pameran barang-barang atau jasa merek tadi; 

c. Masa dan wilayah geografis menurut setiap registrasi  dan 

setiap pelaksanaan registrasi  hingga dalam suatu taraf menjadi 

akibatnya merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek; 

d. Catatan menurut penegakan aturan yang berhasil atas hak yang 

inheren dalam merek hingga dalam suatu taraf pada mana 

merek tadi diakui menjadi merek populer sang pejabat yang 

berwenang 

 

                                                 
88 Rifky Ardian Nugroh, dkk, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal 

Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa 

Corporation),” Diponegoro Law Journal 5, No. 3 (2016): 40. 
89 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca 

Perjanjian TRIPs (Bandung: Alumni, 2011), 2. 
90 Achmad, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (Bandung: Alumni, 2005). 71-75. 
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B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan aturan mengacu pada perlindungan yang diberikan 

kepada subjek aturan dalam bentuk seperangkat aturan, termasuk 

pencegahan dan represif, tertulis dan tidak tertulis. Manfaat ketertiban, 

keamanan, kemanfaatan, dan ketenangan91.  

Sedangkan pengertian proteksi aturan dari para pakar merupakan 

menjadi berikut: 

a. Menurut CST Kansil, proteksi aturan merupakan aneka macam 

upaya aturan yang wajib  diberikan sang aparat penegak aturan 

buat menaruh rasa aman, baik secara pikiran juga fisik 

berdasarkan gangguan dan aneka macam ancaman berdasarkan 

pihak manapun. 

b. Philip M. Hardejoon berpendapat bahwa perlindungan hukum 

merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta 

pengakuan sewenang-wenang terhadap hak asasi subjek dari 

seperangkat aturan. 

Dalam menjalankan dan menaruh proteksi aturan diperlukan suatu 

loka atau wadah pada pelaksanaannya yang acapkalikali dianggap 

menggunakan wahana proteksi aturan. Sarana proteksi aturan dibagi 

menjadi 2 macam yaitu menjadi berikut:92 

a.     Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

                                                 
91 Mutiha Rany, “Perlindungan Hukum,” diakses 9 April 2023, http://artikata.com. 
92 Kelik Wediono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Ombak, 2016), 8. 

http://artikata.com/
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Pada proteksi aturan preventif ini, subyek aturan diberikan 

kesempatan buat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah menerima bentuk yang definitif, 

tujuannya merupakan mencegah terjadinya sengketa.  

Perlindungan aturan preventif sangat akbar  merupakan bagi 

tindakan pemerintahan yang didasarkan  dalam kebebasan bertindak 

lantaran menggunakan adanya proteksi aturan yang preventif 

pemerintah terdorong buat bersifat hati-hati pada merogoh keputusan 

yang didasarkan  dalam diskresi. Di Indonesia belum terdapat 

pengaturan spesifik tentang proteksi aturan preventif.93 

b.     Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlidungan aturan represif merupakan proteksi aturan yang 

bertujuan buat merampungkan suatu konkurensi. Penanganan proteksi 

aturan sang Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi pada 

Indonesia termasuk kategori proteksi aturan ini. Hukum ini 

merupakan proteksi akhir berupa hukuman misalnya denda, penjara, 

dan aturan tambahan yang mampu diberikan ketika telah terjadi 

konkurensi atau mampu pula sudah terjadi pelanggaran. 

2. Perlindungan Hukum Pemegang Merek 

Suatu perbuatan aturan ketika itu pula tedapat adanya interaksi aturan. 

Hubungan aturan (rechtsbetrekkingen) dari Soeroso94 diartikan menjadi 

interaksi antara 2 atau lebih subyek aturan, interaksi mana terdiri atas ikatan 

                                                 
93 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 7. 
94 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 40. 



 

77 

 

antara individu menggunakan individu, antara individu menggunakan rakyat 

atau antara rakyat yang satu menggunakan rakyat yang lain. Dalam interaksi 

aturan ini hak dan Kewajiban salah satu pihak bertanggung jawab atas hak 

dan kewajiban pihak lain. Hubungan regulasi bermula dari hak dan 

kewajiban antara dua pihak yang berinteraksi dengan aturan, hak dan 

kewajiban ketika suatu peristiwa regulasi terjadi. Alasan untuk aturan atau 

pengecualian hak. Berdasarkan aturan kejadian, interaksi aturan dibagi 

menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

a. Hubungan aturan yang bersegi satu (eenzijdige 

rechtsbetrekkingen), dimana hanya masih ada satu pihak yang 

berwenang menaruh sesuatu, berbuat sesuatu atau nir berbuat 

sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak yang lain 

hanya mempunyai kewajiban. 

b. Hubungan aturan dua sisi (tweezijdige rechtsbetrekkingen), 

yaitu interaksi aturan 2 pihak disertai hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing 

memiliki wewenang/hak untuk meminta sesuatu berdasarkan 

pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban 

memberikan sesuatu kepada pihak lain, misalnya penjual situs 

nama domain menggunakan pembeli nama domain. 

c. Hubungan antara subjek aturan digunakan oleh semua subjek 

aturan lainnya, dan interaksi ini masih ada dalam hukum 

properti. (eigendomrecht). 
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Produsen menganggap merek menjadi jaminan nilai produk mereka, 

terutama dari segi kualitas dan kegunaan.Dari sudut pandang konsumen, 

merek diperlukan untuk pilihan produk yang dibeli.95Tentu Anda punya 

merek, kalaupun merek sudah dikenal konsumen, tidak mungkin lantaran 

kualitas dan harganya dikejar, dijiplak, dibajak, bahkan bisa jadi dijiplak 

oleh produsen lain. Perlindungan regulasi merek bagi pemilik merek dapat 

berupa perlindungan regulasi defensif dan preventif untuk melawan aturan 

represif. Norma kehati-hatian dilindungi dengan mendaftarkan merek 

dagang ke Kantor Umum Kekayaan Intelektual.96 

Regulasi yang mengatur pada proteksi aturan terhadap pemegang 

merek populer secara tersirat tertulis pada Pasal 90 Undang- Undang Merek 

yang berbunyi “barang siapa menggunakan sengaja dan tanpa hak memakai 

Merek yang sama dalam keseluruhannya menggunakan Merek terdaftar 

milik pihak lain buat barang dan/atau jasa homogen yang diproukdi dan/atu 

diperdagangkan dipidana menggunakan pidana penjara paling usang   5 

(lima) tahun dan/atau hukuman  paling poly Rp. 1. 000.000.000,- (satu 

milyar rupiah).” Aturan tadi tertulis, niscaya dan jelas. Oleh karenanya 

barangsiapa yang melanggar bisa dikenakan hukuman aturan (baik hukuman 

pidana penjara atau sanki hukuman. 

Sebenarnya seseorang tidak perlu mendaftarkan mereknya, tetapi jika 

ingin memperoleh perlindungan hukum, ia harus mendaftarkan mereknya 

                                                 
95 Wiratmo Dianggoro, “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis,” Jurnal 

Bisnis 2, No. 1 (2001): 34. 
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terlebih dahulu. Permohonan pendaftaran merek yang memenuhi ketentuan 

"UU Merek" dapat diterima. Pada saat yang sama, persyaratan utama 

merupakan bahwa karakteristik utama dari merek merupakan kekuatan yang 

khas. 

3. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar 

PerlindungaSecara normatif prinsip ini diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang No. 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis yang 

memilih suatu Hak atas Merek merupakan sebuah hak tertentu yang 

diberikan sang Negara pada pemilik Merek yang terdaftar pada daftar 

Umum Merek buat jangka ketika tertentu, menggunakan memakai sendiri 

Merek tadi atau menaruh biar   pada pihak lain buat menggunakannya. Saat 

mendaftarkan merek, pemilik merek menikmati haknya, dan konsumen 

menanggung ganti rugi atau tanggung jawab atas pelanggaran haknya oleh 

pelaku bisnis. Kehilangan dan/atau penghentian kegiatan yang terkait 

dengan penggunaan merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari 

perusahaan dagang/produsen:97 

a. Hak buat memakai atau mengizinkan orang lain buat memakai 

mereknya; 

b. Hak buat melarang orang lain memakai mereknya dan 

c. Hak buat mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya. 

d. Urgensi registrasi  merek pada Indonesia diberikan pada 

pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, merupakan 

                                                 
97 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan 

Bebas (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 56. 
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bahwa hak atas merek lahir semenjak lepas penerimaaan 

permohonan (filing date) merek, pengukuhan registrasi  merek 

pada Direktorat Jenderal HKI98. 

Setelah terdaftar pada daftar generik merek Indonesia, pemilik merek 

menerima pengukuhan registrasi  merek menggunakan diterbitkannya 

sertifikat hak atas merek, menjadi akibatnya sertifikat hak atas merek yang 

terdaftar bermanfaat menjadi indera proteksi aturan menjadi mana berikut:99 

a. Sebagai indera bukti konkrit bagi pemilik merek yang 

didaftarkan; 

b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama holistik 

atau sama dalam pokoknya dan dimohonkan registrasi  sang 

orang lain buat barang dan/ atau jasa sejenis; 

c. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang dasar buat 

mencegah orang lain menggunakan merek yang sama holistik 

atau sama dalam pokoknya pada aliran buat barang dan/atau 

jasa sejenissama holistik atau sama dalam pokoknya dan 

dimohonkan registrasi  sang orang lain buat barang dan/ atau 

jasa sejenis. 

Jika Indikasi Geografis pemohon merupakan forum yang mewakili 

masyarakat daerah produksi, forum pemerintah daerah dengan kekuasaan 

provinsi, dan aspek kekayaan intelektual lainnya, indikasi geografis tersebut 

tidak sinkron dengan aspek kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, 

                                                 
98 Freddy, “Merek Terkenal,” diakses 9 Maret 2023, http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-

merek. 
99 Ranti Fauza Mayana, Loc. cit. 

http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek
http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek
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merek, hak cipta, dan desain Produk industri. provinsi. Dan tingkat 

kabupaten. Dengan memahami merek dagang geografis itu sendiri, Anda 

dapat memahami hubungan interaktif antara hak kekayaan intelektual dan 

merek dagang geografis. Indikasi geografis dapat diartikan sebagai100 : 

“A geographical indication is a sign used on goods that have a specific 

geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to 

that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of 

the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically 

have qualities that derive from their place of production and are influenced 

by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign functions 

as a geographical indication is a matter of national law and consumer 

perception.” 

 

Atas dasar ini, dapat dibatasi bahwa indikasi geografis sebenarnya 

merupakan tanda (merek) komoditas dengan asal geografis tertentu, dan 

memiliki kualitas yang pasti atau reputasi yang baik lantaran lokasinya. 

Berisi nama-nama produk lokal dan manufaktur. Secara umum, produk 

pertanian memiliki kualitas yang sesuai untuk produksi lokal dan secara 

khusus ditentukan oleh faktor lokal seperti iklim dan tanah. Setiap tanda 

yang merupakan indikasi geografis tunduk pada peraturan nasional dan 

persepsi konsumen. 

                                                 
100 WIPO, “Geographical Indications,” diakses 9 Maret 2023, 

http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html. 

http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html
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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL 

NIKE DI INDONESIA 

A. Perlindungan hukum atas merek terkenal Nike dalam praktiknya di 

Yogyakarta. 

Perlindungan aturan terhadap pemegang hak atas merek Nike dari 

pemalsuan merek Nike pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta masih 

belum menerima proteksi secara efektif terhadap kenyataan pemalsuan 

merek Nike dikarenakan menurut pihak pemilik sekaligus pemegang hak 

atas merek Nike belum melaporkan pada pihak berwenang yaitu 

Kemenkumham Kanwil Yogyakarta pada pertarungan merek pada Pasar di 

Jalan Mataram Yogyakarta. Hal itu merupakan kewenangan menurut 

pemegang lisensi merek Nike yang terdapat pada Indonesia buat menaruh 

aduan atas dugaan pemalsuan merek Nike sang pedagang pada Pasar di 

Jalan Mataram Yogyakarta pada pihak- pihak yang berwenang misalnya 

Kemenkumham Kanwil Yogyakarta yang memiliki hak pada registrasi  

merek. Mengingat buat menindaklajuti wacana aduan menurut pemegang 

lisensi merek Nike sine qua non aduan terlebih dahulu sang pemegang 

lisensi Nike pada Indonesia, lantaran anggaran aturan Hak Kekayaan 

Intelektual termasuk kedalam Delik Aduan.. 

Kasus yang terjadi pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta telah 

termasuk pada kriteria pelanggaran Merek populer asing lantaran 

mempunyai persamaan dalam pokoknya dipercaya tenwujud jika merek tadi 
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mempunyai kemiripan (identical) hampir mirip (nearly resembles) 

menggunakan merek orang lain. Kemiripan tadi bisa pada dasarkan 

dalam:101 

1. Kemiripan persamaan gambar; 

2. Hampir seperti atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; 

3. Faktor yang paling krusial pada doktrin ini, pemakaian merek 

menyebabkan kebingungan (actual conhsion) atau menyesatkan 

(device) rakyat konsumen. Seolah olah-merek tadi dipercaya sama 

asal produksi dan asal berdari geografisnya menggunakan barang 

milik orang lain (likelihood confusion). 

Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk 

mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek, Anda harus terlebih 

dahulu mendaftar ke Administrasi Umum Merek sesuai dengan Pasal 4 

Undang-Undang Merek. Keputusan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 dan 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pendaftaran 

Permohonan Merek. 

Suatu hal  ada waktu terjadi kesenjangan antara Undang- Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis yang 

mengatur (substansi) menggunakan liputan yang terjadi pada masyarakat 

(praktek) dimana terdapat 7 pedagang yang menjual sepatu merek Nike 

palsu pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta, sedangkan pada Pasal 102 

                                                 
101 M. Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, 

Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 417. 
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Undang-undang angka  20 tahun 2016 menggunakan kentara tercantum 

bahwa “barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui 

atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tadi merupakan output 

pelanggaran dipidana menggunakan pidana kurungan paling usang   1 (satu) 

tahun atau hukuman  paling poly Rp.200.000.000,00 (2 ratus juta rupiah). 

Penggunaan merek transaksi oleh pihak yang tidak memiliki hak 

merek dagang jelas melanggar hak produksi juga dipasarkan lantaran nir 

sinkron menggunakan ketentuan pada Pasal 100 ayat 1 Undang-undang 

mengenai Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Setiap Orang yang 

menggunakan tanpa hak memakai Merek yang sarna dalam keseluruhannya 

menggunakan Merek terdaftar milik pihak lain buat barang danyatau jasa 

homogen yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana menggunakan 

pidana penjara paling usang   5 (lima) tahun darr/atau pidana hukuman  

paling poly Rp 2.000.000.000,00 (2 miliar rupiah)”. Pihak yang dimaksud 

disini merupakan pihak yang tidak terikat dengan perjanjian (lisensi) yang 

diatur dalam Pasal 13(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Menurut 

pengalihan hak (bukan pengalihan hak.) Semua atau sebagian dari jenis 

barang dan/atau jasa yang terdaftar dalam persyaratan menggunakan merek 

dagang. 

Output yang ada pada halaman menggunakan jumlah holistik 

pedagang 7 orang yang menjual sepatu Nike pada Pasar di Jalan Mataram 

Yogyakarta pada kurun ketika 1 bulan, memberitahuakn liputan yang sangat 

mengagetkan lantaran berdasarkan 7 pedagang yang pada pilih secara 
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rambang pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta. Semua penjual 

menjual/menawarkan produk palsu/kW/palsu dengan merek Nike yang 

populer. Data survei disajikan dalam bentuk tabel penjualan produk palsu 

dengan merek populer menjadi berikut: Data tersebut diperoleh dari 

wawancara dengan pengecer seperti yang ditunjukkan di bawah ini: 

Tabel 1: 

MEREK TIRUAN SESUAI JENIS BARANG YANG PALING DIMINATI 

KONSUMEN 

Sumber data: Hasil Wawancara dengan pedagang Yogyakarta 

Dari Tabel diatas bisa dijelaskan bahwa 7 pedagang yang menjual 

sepatu Nike pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta masuk pada kategori 

palsu. Tidak terdapat satupun pedagang pada Pasar di Jalan Mataram 

Yogyakarta yang menjual sepatu merek Nike menggunakan kualitas 

No Nama Pedagang Merek yang paling diminati Asli/ Tiruan 

1 Rio Adidas/ Converse/Nike Tiruan 

2 Lia Adidas/ Converse/Nike Tiruan 

3 Soni Adidas/ Converse/Nike Tiruan 

4 Dita Adidas/ Converse/Nike Tiruan 

5 Romi Adidas/ Converse/Nike Tiruan 

6 Uknown Person Adidas/ Converse/Nike Tiruan 

7 Uknown Person Adidas/ Converse/Nike Tiruan 



 

87 

 

Original. Pedagang nir hanya menjual sepatu palsu merek Nike, akan tetapi 

sepatu lainnya menggunakan merek Adidas dan Converse pula masuk pada 

kategori palsu. 

Pedagang pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta yang memakai 

merek output menurut pelanggaran (barang palsu) umumnya memakai 

merek populer pada Promosikan produk Anda untuk menarik minat 

konsumen. Ini dilakukan sepenuhnya untuk keuntungan, tanpa 

mempertimbangkan konsekuensi negatif yang akan dialami pemilik hak 

cipta asli. Penjual mengklaim bahwa mereka menggunakan merek populer 

yang dapat dengan mudah menjual produk ke konsumen. Pelanggaran 

merek dagang terjadi pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta diakibatkan 

lantaran perilaku konsumtif rakyat itu sendiri.102 Gunakan produk luar 

negeri (Minded Label), terutama merek terkenal.103 Tapi, lantaran daya beli 

masyarakat rendah dan relatif tidak mungkin membeli produk asli dengan 

kisaran harga yang relatif tinggi, pedagang (penjual) berniat menggunakan 

merek untuk menyediakan produk KW/palsu/palsu. 

Dikatakan bahwa perilaku tersebut melanggar aturan dan dapat 

dituntut, sehingga dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu ada unsur 

perilaku atau unsur esensial dan sarana nyata atau perilaku psikologis: 

1. Actus Reus 

Unsur dasar Actus reus atau Pasal 94 mengacu pada kegiatan 

“transaksi” menjadi aspek fisik. Oleh lantaran itu, penulis bukanlah orang 

                                                 
102 Wawancara dengan pedagang, tanggal 15 Februari 2023 di Yogyakarta. 
103 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 144. 
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yang meniru, memalsukan atau menyalahgunakan merek orang lain, tetapi 

terbatas pada kegiatan penjualan produk. Atau layanan yang dihasilkan dari 

pelanggaran tunduk pada Pasal 100 dan 101. 

2. Means Rea 

Cara atau perilaku psikologis (tanggung jawab) yang sebenarnya dari 

Pasal 100 dan 101 merupakan "diketahui" atau "perlu untuk diketahui". 

Perwakilan penjualan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa 

produk yang dijual merupakan hasil yang tidak normal. Bahkan jika 

penyerang memahami atau seharusnya mengetahui bahwa barang tersebut 

merupakan hasil pelanggaran, mereka selalu siap untuk menjualnya. 

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat ditentukan bahwa penggunaan 

produk ekspor di Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta melanggar kegiatan 

pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016. Tentang merek dagang dan indikasi geografis. 

Perlindungan merek yang diberikan kepada merek asing atau lokal, 

populer atau tidak populer hanya diberikan kepada merek dagang terdaftar. 

Oleh lantaran itu, setiap pemilik merek harus mendaftarkan mereknya 

kepada Chief Executive Officer Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan 

perlindungan hukum atas mereknya. Merek dagang telah lama dilindungi 

oleh hukum. Sepuluh (10) tahun, berlaku surut sejak tanggal diterimanya 

permohonan merek. Nike sudah diajukan pendaftarannya sang Azam 

Fathoni pada Indonesia dalam Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 



 

89 

 

dalam lepas 20 Februari 2001 menggunakan Nomor Permohonan 

D002000018579 dan Nomor Pendaftaran IDM000018994 buat melindungi 

jenis barang Kelas 25.104 

Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek 

terdaftar dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan di 

bawah sistem pendaftaran pertama melindungi pemegang hak merek 

terdaftar yang diberikan "pencegahan dan represif". Dalam kasus 

pelanggaran hak merek melalui panggilan pengadilan dan tuntutan pidana, 

dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan untuk 

merek lain, merek terdaftar dapat memastikan perlindungan peraturan 

preventif dan perlindungan dari peraturan represif.105 Bentuk pelanggaran 

merek misalnya penggunaan merek yang sama dalam keseluruhannya atau 

dalam pokoknya menggunakan merek terdaftar milik pihak lain, melainkan 

peniruan, pemalsuan yang digunakan dalam barang atau jasa yang 

diperdagangkan.106 

Perlindungan aturan tadi bisa berupa proteksi yang bersifat preventif 

juga represif. Perlindungan terhadap aturan kehati-hatian di sini merupakan 

perlindungan terhadap kejahatan atau pelanggaran terhadap merek terkenal. 

Perlindungan aturan preventif ini misalnya forum Kemenkumham dan 

                                                 
104 Felik Azhar, “Nomor Merek Nike di Indonesia, Dirjen HKI,” diakses 21 Mei 2022, 

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ZnV4b1ErWjMwWjVvWGJIZkloNWZTdz09?q

=Nike%2C+Inc.&type=1&skip=0. 
105 Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. 2014. Passing Off Dalam Pendaftaran Merek. Kajian Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014. 
hal. 256. 
106 Imas Rosidawati Wiradirja & Juli Asril, “Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas 

Pemalsuan dan Peniruan Merek Melalui Pengawasan Perbatasan Oleh Bea Cukai Dalam Era 

Perdagangan Bebas,” E-Journal Kopertis 16, No. 1 (2004): 22. 

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ZnV4b1ErWjMwWjVvWGJIZkloNWZTdz09?q=Nike%2C+Inc.&type=1&skip=0
https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ZnV4b1ErWjMwWjVvWGJIZkloNWZTdz09?q=Nike%2C+Inc.&type=1&skip=0
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Kemenkumham melakukan pelatihan dan supervisi eksklusif ke pedagang- 

pedagang yang menjual barang- barang merek terkenal. Bentuk proteksi 

aturan preventif terhadap merek Nike jenis sepatu yang tersebar pada Pasar 

di Jalan Mataram Yogyakarta hanya sebatas pengenalan dan himbauan buat 

nir menjual merek- merek palsu. 

Tindakan spesifik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni 107 : 

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara 

langsung kepada pedagang dan pembeli seperti memberikan sebuah 

pengetahuan melalui sosialisasi mengenai hal buruk yang didapatkan 

oleh Negara apabila masih ada barang- barang tiruan yang ada di 

Indonesia. Memberikan edukasi betapa pentingnya menggunakan 

barang- barang asli/original serta lebih mendepankan untuk menjual 

barang- barang asli produk Indonesia (local pride) yang dijual oleh 

Pedagang. 

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu secara 

langsung setiap enam bulan satu kali untuk datang ke tempat- tempat 

seperti mall yang menjual barang- barang merek tiruan. Apabila dalam 

pengawasan tersebut ditemukan penjual yang menjual barang- barang 

                                                 
107 Wawancara dengan Ibu Sri Wulan Prihatin, tanggal 10 Maret 2023 di Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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palsu, maka akan diberikan sebuah teguran untuk berhenti menjual 

barang- barang tiruan tersebut. 

3. Penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila 

pemegang lisensi sudah melakukan pengaduan kepada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual untuk dilakukan penindakan sesuai Pasal 103 Undang- 

Undang Merek. Maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual beserta Penyidik 

Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk datang langsung 

ke tempat penjualan merek tiruan. 

Adapun Langkah- Langkah konkrit yang dilakukan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual Kantor Wilayah Yogyakarta yang dapat digolongkan menjadi 3 

(tiga), yakni :  

Pertama, Upaya Preemtif atau (moral) adalah upaya awal yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana.“Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai 

atau norma dalam diri seseorang.Priemtif semacam kesadaran kepada 

masyarakat supaya mereka memahami apa itu yang berkaitan dengan soal 

pelanggaran- pelanggaran HKI. Persoalannya adalah tidak ada perlindungan 

hukum secara preventif maupun represif, kenapa demikian, karena 

kesadarannya tidak ada, karena pengetahuannya terbatas. Sehingga ini 
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menjadikan aspek prefentif dan represif ini tidak bisa diwujudkan. Maka 

dari itu bisa ada perlindungan itu bukan hanya diperlukan perlindungan 

preventif maupun represif, tetapi perlindungan preemtif itu diperlukan. 

Karena aspek perlindungan preventif, represif, preemtif belum bisa 

diwujudkan dengan baik, kesadaran belum bisa diwujudkan dengan baik, 

pencegahan belum bisa diwujudkan dengan baik, penindakan belum bisa 

diwujudkan dengan baik. Maka dari itu konsep perlindungan itu tidak hanya 

persoalan preventif maupun represif, ada perlindungan preemtif. 

Kedua, Tindakan preventif merupakan upaya untuk mencegah 

pelanggaran dan meminimalkan kemungkinan pelanggaran, yang diperlukan 

untuk mengurangi jumlah pelanggaran merek dagang: 

1. Mengundang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga 

Ilmu Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), 

kepolisian, kejaksaan dan BPKI (Balai Pengelolaan Kekayaan 

Intelektual) untuk secara bersama-sama melakukan pembinaan tentang 

merek. 

2. Mengasihi pelatihan dalam semua energi staff didalam internal 

Kemenkumham menjadi akibatnya membuat energi-energi terampil 

guna menyikapi pelanggaran merek yang terjadi pada lapangan. 

3. Membuat pelatihan mengenai Merek juga secara teratur menghubungi 

setiap penjual. Pembinaan bertujuan untuk memberikan informasi, 

pengetahuan/pendidikan yang diperlukan, pengetahuan merek, jenis 

merek, pelanggaran merek dagang atau hukuman untuk mendidik 
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penjual lebih lanjut agar tidak melanggar merek. Berikan perhatian 

khusus pada isi hukuman agar pengusaha tahu dan takut bahwa 

mereka telah melanggar merek mereka. 

4. Secara teratur atau terencana memperkuat pemantauan area risiko 

hukum merek, sehingga dapat melacak apakah ada tanda-tanda 

pelanggaran merek yang akan segera terjadi atau dapat segera 

diperbaiki. 

5. Dorong dan undang orang untuk berpartisipasi dalam memerangi 

produk palsu dan buruk, dan beri tahu orang-orang di mana harus 

melaporkan pelanggaran, misalnya. Lantaran Disperndag dan 

Kementerian Hukum dan HAM mengakui bahwa peran manusia 

merupakan mempengaruhi proses pengawasan arus barang. 

Ketiga, Upaya represif ditujukan untuk mengatasi dan menghilangkan 

pelanggaran yang terjadi. menjadi bukti perlindungan hukum pasca 

pelanggaran merek, dilakukan tindakan represif. Menyikapi pelanggaran 

yang terjadi, Kemenkumham telah membentuk tim pemantau dan instansi 

terkait, seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu 

Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), kepolisian, 

kejaksaan dan BPKI (Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual) yang selalu 

siap untuk melakukan sidak. Selain itu, keyakinan disinkronkan. Aturan 

merek dagang harus diterapkan secara ketat dan jelas untuk mencegah 

mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperlukan, 

sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dengan 



 

94 

 

melatih pelaku usaha (baik pelanggar maupun non-pelanggar), Anda akan 

terus menerima pelatihan tidak hanya dalam merek tetapi juga di semua 

bidang proses regulasi. Lantaran proses industri dan komersial, industri dan 

perdagangan dapat beroperasi dengan sangat baik, terutama di Yogyakarta. 

Selain itu, Kemenkumham akan terus berupaya untuk melibatkan 

masyarakat, pemilik merek dan pihak terkait lainnya dalam dan 

berpartisipasi dalam pendidikan hukum tentang tindakan ilegal, misalnya, 

tindakan ilegal yang dapat diatasi dengan cara yang baik. 

Selanjutnya, Pasal 28 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 

mengenai Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek terdaftar 

menerima proteksi aturan buat jangka ketika masa berlakunya merupakan 

10 (sepuluh) tahun, yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan 

pendaftaran merek yang bersangkutan (tanggal pengisian) dan dapat 

diperpanjang. Oleh lantaran itu, jika individu/regulator ingin merek 

dagangnya mendapat perlindungan peraturan di bawah aturan merek 

dagang, mereka harus terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Merek 

dagang yang digunakan harus dapat membedakan secara relatif barang atau 

jasa perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain, kombinasi font 

atau elemen, dan suara yang masih ada pada logo.  

Ketika hak merek dilanggar oleh pengadilan atau proses pidana, akan 

ada perlindungan terhadap peraturan yang represif. Dalam hal pelanggaran 

merek dagang, pemilik merek memperoleh perlindungan resmi berupa surat 

panggilan pengadilan atas kerusakan atau penangguhan semua kegiatan 
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yang terkait dengan penggunaan merek dagang. Persyaratan hukum pidana 

dari lembaga penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga berhak meminta 

pembatalan pendaftaran mereknya sendiri yang tidak berhak didaftarkan 

oleh orang lain. Persaingan komersial Perusahaan komersial melakukan 

banyak penipuan untuk menghancurkan pesaing komersial mereka, seperti 

pemalsuan merek.108 

Menggunakan merek dagang yang serupa dengan penggunaan ilegal 

merek dagang populer lainnya dapat menyesatkan konsumen tentang 

sumber atau kualitas produk. Penggunaan merek populer secara ilegal 

dianggap menjadi penggunaan yang tidak tepat. Selain itikad baik yang 

dimiliki oleh merek itu sendiri, selain sifat konsumen yang fanatik terhadap 

merek yang dianggap lebih unggul atau lebih unggul dari merek lain, juga 

digunakan produk merek eksklusif. Oleh lantaran itu, dari sudut pandang 

pengguna, menggunakan persepsinya merupakan "simbol" yang mengarah 

ke cara hidup baru. Inkonsistensi masyarakat dalam persepsi merek 

mengarah pada interpretasi yang berbeda, tetapi itu tetap berarti bahwa 

tindakan orang yang menggunakan reputasi orang lain untuk membuat 

barang tidak dapat dibenarkan, lantaran dengan membiarkan perilaku yang 

tidak bertanggung jawab, mereka secara tidak langsung membentuk dan 

membuktikan seseorang itu untuk menipu dan menipu Kekaisaran. tidak 

adil.109 

                                                 
108 Agung Sudjatmiko, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek,” Jurnal Yuridika 15, No. 5 (2000): 

33. 
109 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Loc cit, 98. 
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Adanya pelanggaran merek dagang oleh orang-orang jahat yang tidak 

bertanggung jawab atas merek dagang populer yang dilanggar pasti akan 

merugikan produsen atau operator yang menikmati merek dagang populer 

tersebut. Memulai proses hukum untuk mengklarifikasi kasus tersebut. 

Pelanggaran merek dagang. Ini untuk memastikan bahwa pelanggar merek 

dagang tidak dapat menggunakan merek dagang atau merek dagang serupa 

yang sepenuhnya didasarkan pada merek dagang populer, atau bahkan 

menghentikan kegiatan produksi mereka berdasarkan aturan pidana, perdata, 

juga administrasi.110 

Sanksi yang bisa dijatuhkan sang pelaku pelanggaran merek selain 

menurut UU Merek merupakan menjadi berikut. 

1. Sanksi menurut hukum perdata 

Pemakaian merek tanpa hak, bisa digugat menurut perbuatan 

melanggar aturan (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu “Tiap perbuatan 

melanggar aturan, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan 

orang yang lantaran salahnya menerbitkan kerugian itu, membarui kerugian 

tersebut”. menjadi pihak penggugat wajib  menunjukan bahwa dia lantaran 

perbuatan melanggar aturan tergugat, menderita kerugian. 

2. Sanksi menurut hukum pidana 

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seorang 

dibidang merek selain diatur spesifik pada ketentuan hukuman peraturan 

perundang-undangan merek itu sendiri, pula masih ada pada ketentuan 

                                                 
110 M Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di 

Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 93. 
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KUHP. Persaingan nir amanah menggunakan sendirinya bersifat melawan 

aturan, lantaran aturan menaruh proteksi. Sekutuan nir amanah tadi 

digolongkan suatu tindak pidana sinkron menggunakan Pasal 382bis KUHP. 

Perbuatan materiil diancam sanksi penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau 

denda, setinggi-tingginya Rp 9.000.000,00 merupakan melakukan perbuatan 

yang tipu makar buat mengelabuhi rakyat atau seseorang tertentu. 

Pengelabuhan ini digunakan sang si penghasil menjadi upaya buat 

memelihara atau menambah output perdagangan atau perusahaannya si 

penghasil atau orang lain.. 

Selain itu, ketentuan yang masih ada pada KUHP, yaitu ketentuan 

Pasal 393 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang memasukkan ke 

Indonesia tanpa tujuan jelas buat dimuntahkan lagi berdasarkan Indonesia, 

menjual, menawarkan, menyerahkan, menunjukkan atau memiliki 

persediaan buat dijual atau dibagi- bagikan, barang-barang yang diketahui 

atau sepatutnya wajib  diduga, bahwa dalam barangnya itu sendiri atau 

dalam bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang 

menjadi hak orang lain atau buat menyatakan asalnya barang, nama sebuah 

loka eksklusif menggunakan dibubuhi nama firma yang khayal, ataupun 

bahwa dalam barangnya sendiri atau dalam sekalipun menggunakan sedikit 

perubahan, diancam menggunakan pidana penjara paling usang   empat 

bulan 2 minggu atau hukuman  paling poly enam ratus rupiah”.Pasal 393 

ayat (2) KUH Pidana: “apabila dalam saat melakukan kejahatan belum lewat 

5 tahun semenjak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, lantaran 
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kejahatan semacam itu juga, bisa dijatuhkan pidana penjara paling usang   

sembilan bulan”. 

Oleh lantaran itu, meskipun selisihnya kecil, hukuman permanen tetap 

dapat diberlakukan. Tindak pidana dengan ancaman pidana kumulatif 

digolongkan menjadi tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan 

pelanggaran hak identifikasi geografis dan hak asal usul.111 

3. Sanksi Administrasi Negara 

Jika dalam hal pelanggaran hak kekayaan intelektual, negara juga 

dapat menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemegang hak. 

Melalui kekuatan departemen administrasi nasional, yaitu melalui bea cukai, 

standar industri, badan pengatur radio dan televisi, dan badan pengatur 

standar periklanan. 

Perbuatan tindak pidana yang berkaitan menggunakan pelanggaran 

hak pertanda geografis dan hak pertanda asal, semuanya dikualifikasikan 

menjadi kejahatan menggunakan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain 

didalam KUHP, masih ada jua ketentuan hukuman pidana pada Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis pada 

Ketentuan Pidana Pasal 100 sampai 103. Setiap Orang yang menggunakan 

tanpa hak memakai Merek yang sarna dalam keseluruhannya menggunakan 

Merek terdaftar milik pihak lain buat barang dan atau jasa homogen yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana menggunakan pidana penjara 

                                                 
111 R Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 

1991), 271. 
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paling usang   5 (lima) tahun darr/atau pidana hukuman  paling poly Rp2 

.000.000.000,OO (2 miliar rupiah). 

Menurut Pasal 83 Undang-Undang Merek, yang menyatakan bahwa 

“Pemilik Merek Terdaftar dan/atau Penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat 

melakukan upaya hukum terhadap pihak ketiga yang menggunakan Merek 

tersebut secara melawan hukum atau pada umumnya dengan produk 

dan/atau jasa sejenis”. Berdasarkan pasal ini, hanya Direktur Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual yang dapat melakukan penuntutan jika ada pengaduan 

dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemilik merek sendiri atau pemberi 

kuasa. Terkait pekerjaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen 

HKI) terkait kasus penjual produk palsu, berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU 

Merek, selain penyidik Polri, ada beberapa. Penyidik pegawai negeri sipil 

dan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana tercantum dalam 

undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHAP) untuk memeriksa pelaku merek dagang. lakukan sesuatu. 

enurut pasal 99 ayat (2) UU Perdagangan. Pejabat pemerintah yang 

menyelidiki direktur hak kekayaan intelektual adalah untuk: 

1. penyidikan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang tindak 

pidana di bidang Merek; 

2. penyidikan terhadap tersangka pelanggar di bidang merek; 

3. permintaan keterangan dan barang bukti dari perseorangan mengenai 

tindak pidana di bidang Merek; 
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4. pemeriksaan dokumen, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan 

dengan tindak pidana di bidang merek; 

5. penyelidikan dan penyidikan tempat-tempat yang diduga terdapat 

barang bukti, dokumen, catatan dan dokumen lain yang berkaitan 

dengan tindak pidana di bidang merek; 

6. Penyitaan bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 

bukti dalam hal terjadi pelanggaran di bidang merek; 

7. permintaan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan investigasi dan 

kriminal di bidang merek dagang; 

8. Permintaan bantuan dari pihak yang berkompeten untuk melakukan 

penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang dan 

pencegahan terhadap pelaku kejahatan di bidang merek 

9. dan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya 

tindak pidana di wilayah merek 

Mengenal lebih dalam tentang kerja DJKI khususnya bidang usaha 

dan indikator daerah, menurut informasi yang kami terima dari website 

DJKI, Departemen Bisnis dan Indikator Geografis bertanggung jawab dalam 

penyusunan kebijakan dan implementasi, memberikan saran teknologi dan 

manajemen , serta melakukan penelitian dan pelaporan di bidang aplikasi, 

klasifikasi merek, penerbitan dan dokumentasi, penelitian, sertifikasi, 

pemantauan dan layanan hukum untuk merek dan pameran regional dan 

mendukung kantor pelaporan merek. 
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Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melaksanakan tugas sebagai 

berikut112: 

1. Penyiapan prosedur hukum di bidang penegakan, pengaturan merek, 

publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, pengawasan dan 

pelayanan hukum merek dan indikasi daerah; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, pemrosesan merek, 

pencetakan dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, pengurusan 

dan pelayanan hukum merek dan merek; 

3. Pelaksanaan animasi komisi laporan merek; Memberikan nasihat 

teknis dan pengawasan di bidang aplikasi merek, klasifikasi, publikasi 

dan dokumentasi, penelitian, sertifikasi, pengawasan dan layanan 

hukum untuk merek dan pameran regional; 

4. Penyelesaian penilaian dan pelaporan di bidang logistik, klasifikasi 

merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, 

pengurusan dan jasa hukum merek dan merek; Dan 

5. Manajemen organisasi dan urusan Departemen Perdagangan dan 

Pameran. 

Jadi pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografislah yang 

akan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan merek di 

lapangan. Namun, untuk menindak penjual barang palsu harus ada 

pengaduan dari pemilik atau kuasanya. 

 

                                                 
112 Sovia Hasanah, “Fungsi Dirjen,” diakses 13 Mei 2022, https://www.dgip.go.id/struktur-

organisasi. 

https://www.dgip.go.id/struktur-organisasi
https://www.dgip.go.id/struktur-organisasi
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B. Faktor hukum yang menyebabkan produk merek terkenal Nike di 

Yogyakarta tidak terlindungi secara hukum. 

Faktor penghambat aplikasi proteksi terhadap pemegang merek Nike 

pada Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta ditimbulkan sang beberapa faktor. 

Antara lain faktor Undang- Undang, faktor pemerintah, dan faktor warga  

dan budaya. 

1. Undang- Undang 

Ketentuan pidana tentang merek diatur dalam dalam Undang-undang 

No. 20 tahun 2016, khususnya kasus ketentuan pidana merek tercantum 

dalam bab XVIII pasal 102 yang berbunyi “Setiap Orang yang 

memperdagangkan barang danjatau jasa danjatau produk yang diketahui 

atau patut diduga mengetahui bahwa barang danjatau jasa danjatau produk 

tadi merupakan output tindak pidana dipidana menggunakan pidana 

kurungan paling usang   1 (satu) tahun atau hukuman  paling poly 

Rp200.000.000,OO (2 ratus juta rupiah)”. Perlu kita ketahui bahwa 

pelanggaran hak merek yang diatur dalam Pasal 102 UU No 20 Tahun 2016 

merupakan pelanggaran terhadap Pasal 95 UU Pengaduan. Kejahatan 

pengaduan mengacu pada kejahatan yang hanya dapat ditangani ketika 

pengaduan atau pengaduan dibuat kepada korban. perilaku kriminal. 

Menurut E. Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana II”, gugatan 

pelanggaran oleh pihak kejaksaan secara tidak sah melekat pada 

kesepakatan antara pihak yang dirugikan (korban). Mereka membuat 

perdamaian. Korban yang dimaksud di sini merupakan pemilik undang-
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undang merek. Pelanggaran terhadap "UU Pendaftaran" mengakibatkan 

pemilik merek memiliki kewajiban kontrol khusus untuk terus memantau 

penggunaan merek tersebut. Tanpa keluhan dari pemilik merek, sulit untuk 

mencegah penjual dan produk palsu masuk ke pasar. 

2. Pemerintah 

Kemenkumham memainkan peran kunci menjadi forum pengawasan 

perdagangan. Tugas Disperndag merupakan melindungi aturan dari pemilik 

merek populer, yaitu melatih distributor yang menjual produk palsu dari 

merek populer. Setiap pusat perbelanjaan juga secara rutin 

menyelenggarakan kursus pelatihan merek. Coaching bertujuan untuk 

memberikan informasi, pengetahuan/edukasi yang diperlukan, pengetahuan 

merek, jenis merek, pelanggaran merek dagang atau hukuman untuk lebih 

mendidik penjual agar tidak melanggar merek. Ketakutan berasal dari 

mengetahui bahwa hak merek dagang telah dilanggar. Hambatan 

berdasarkan Kemenkumham merupakan kurangnya tenaga atau tenaga yang 

mumpuni di bidang brand Kemenkumham, yang dianggap menjadi kendala 

dalam proses pelatihan atau sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan 

curang. ..Dalam proses evaluasi transaksi, tidak hanya merugikan pemilik 

hak cipta, tetapi juga konsumen. Kurangnya pengawasan secara berkala atau 

berkala juga menjadi faktor pembatas dalam aturan perlindungan merek. 

Praktek yang terjadi di lapangan, tidak hanya instansi Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, tetapi Pemerintah Daerah juga yaitu Balai Pengelolaan 
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Kekayaan Intelektual (BPKI) dibawah naungan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan DIY serta dinas- dinas lainnya memiliki tugas juga sebagai 

pengelolaan kekayaan intelektual untuk meningkatkan jumlah hak kekayaan 

intelektual terdaftar dari industri kecil menengah atau sentra yang dibina se 

Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam 

urusan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual dan pembinaan dan 

advokasi kekayaan intelektual. Dinas tersebut mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengetahui bahwa 

banyak terjadi pelanggaran merek di Yogyakarta, Pasar di Jalan Mataram 

Yogyakarta. Ini telah menjadi masalah, dan perhatian khusus akan diberikan 

untuk meminimalkan jenis pelanggaran. / Menyertakan entitas ekonomi 

yang curang dalam proses bisnis yang diaudit tidak hanya merugikan 

pemilik merek, tetapi juga melibatkan konsumen. Kurangnya pengawasan 

secara berkala atau regular juga menjadi faktor dalam perlindungan aturan 

merek.  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual Kota Yogyakarta mengetahui bahwa banyak kasus 

pelanggaran merek yang terjadi di Yogyakarta, khususnya Nike di pasar 

Klitikan Pakunchen Yogyakarta. Kasus yang konkret terjadi dalam tahun 

2019 pada Pasar Malioboro dalam merek populer jenis sandang yaitu 

Harley Davidson yang terjual bebas pada Pasar Malioboro. Pihak yang 
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memegang lisensi Harley Davidson menaruh gugatan atau teguran pada 

pedagang buat memberhentikan perdagangan sandang menggunakan merek 

populer yaitu Harley Davidson dan memberitahukan pelanggaran merek tadi 

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 

Yogyakarta.  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 

Yogyakarta menciptakan sebuah tim menggunakan beserta Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta buat eksklusif tiba ke 

lokasi loka sirkulasi merek Harley Davidson pada Pasar Malioboro. Tim 

yang dibentuk Kemenkumham eksklusif mendatangi loka tadi dan eksklusif 

menyuruh pedagang yang menjual merek palsu bermerek Harley Davidson 

buat memberhentikan perdagangannya. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa merek 

terkenal memiliki daya tarik yang besar untuk dilanggar. Merek yang sudah 

terkenal tentu familiar dikalangan masyarakat sehingga jika memalsukan 

barang-barang dengan menggunakan merek terkenal tentu akan lebih mudah 

dijual ke pasaran dan itu berpengaruh terhadap untung yang akan diperoleh 

oleh para penjual.  

Akibatnya, semakin lama, semakin banyak pelanggaran yang terjadi di 

masyarakat. Misalnya, penjual produk palsu tidak hanya melakukan 

kesalahan, tetapi produsen juga memainkan peran yang sangat penting 

dalam proses pelanggaran. Mereka telah mendapat dukungan dari lembaga 

lain seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu 
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Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), BPKI 

(Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual) serta Pihak Kepolisian namun 

belum memperoleh hasil yang maksimal. Efek verifikasi minggu lalu hanya 

berlangsung beberapa minggu. Pelanggaran akan terjadi lagi minggu depan. 

Lemahnya atau tidak adanya pengawasan yang ketat atau teratur, 

kemudahan akses izin usaha yang tidak memiliki kualifikasi ideal menjadi 

parameter, dan kurangnya pengawasan terhadap perusahaan niaga dan 

penerangan ditengarai menjadi faktor pelanggaran merek oleh 

Kemenkumham. 

Pihak menurut Kemenkumham pula mempunyai kiprah yang sangat 

krusial selaku registrasi  merek. Peran Kemenkumham pada proteksi 

terhadap merek populer merupakan menindaklajuti Delik Aduan beserta 

Penyidik Kepolisian jika terdapat aduan menurut pemegang merek terhadap 

pedagang yang terduga melakukan pelanggaran merek. Berdasarkan 

menurut output penelitian yang diperoleh menurut wawancara, pihak 

Kemenkumham melalui Bapak Panji Wiratmoko selaku Narasumber bagian 

Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual mengungkapkan merek populer 

sangat gampang buat dipalsukan dan diperdagangkan. Lantaran merek 

populer asing telah mempunyai reputasi branding yang tinggi dan kenaikan 

pangkat   branding ke semua Negara. 

Kemenkumham Kanwil Yogyakarta mengemban amanah menjadi 

registrasi  merek se Kota Yogyakarta sinkron menggunakan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran 
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Merek. Pemegang Merek tak jarang kali nir memperdulikan para pedagang 

yang memperdagangkan barang- barang merek palsu Pemegang Merek 

tersebut. Lantaran Pemegang Merek nir akan melakukan proses pidana atau 

melakukan gugatan pada pedagang- pedagang mini   pada Pasar. 

3. Masyarakat dan Budaya 

Orang-orang yang terikat oleh aturan memainkan peran yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan aturan. Bekerja dengan orang-orang yang 

memahami aturan jelas bukan proses yang mudah. Di sini, masyarakat 

berperan sangat penting dalam peredaran produk palsu yang dijual oleh 

Yogyakarta. Dari penelitian yang telah dilakukan secara tanya jawab dan 

pembagian kuesioner yakni bertanya kepada 200 orang konsumen, diperoleh 

hasil yang dijelaskan melalui tabel sebagai  berikut: 
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Tabel 2: 

TANGGAPAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN BARANG YANG 

MENGGUNAKAN MEREK TIRUAN 

Sumber data: Wawancara dari pembeli Yogyakarta 

NO Pertanyaan Hasil/ Jumlah 

1 Pernahkah membeli barang tiruan? Pernah(189) 

Tidak 

Pernah(11) 

2 Lebih memilih barang asli/tiruan? Asli(28) Tiruan(173) 

3 

Mendapat manfaat dari membeli barang  

tiruan? 

Dapat(188) Tidak(12) 

4 

Dapatkah membedakan barang asli atau  

tiruan? 

Dapat(167) Tidak(33) 

5 

Mengetahui mengenai undang- undang  

merek? 

Ya(54) Tidak(146) 

6 

Pernah mengalami masalah hukum Ketika 

membeli barang  tiruan? 

Ya(0) Tidak(200) 

7 

Setuju bila peredaran barang  tiruan 

dihentikan? 

Setuju(23) Tidak(177) 

9 Seberapa sering membeli barang  tiruan? Sering(119) 

Kadang- 

Kadang(81) 
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Dari tabel di atas, hal ini dapat dijelaskan dengan pertanyaan yang 

diajukan konsumen saat berbelanja di Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta. 

Dari pertanyaan pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa hampir semua 

responden pernah membeli produk palsu. Dari pertanyaan yang diajukan 

kepada 200 responden, 189 responden menyatakan tidak pernah membeli 

produk palsu, dan hanya 11 responden yang menyatakan tidak pernah 

membeli produk asli yang melanggar aturan ini. Artinya konsumen sangat 

tertarik dengan permintaan produk palsu, yang berbanding lurus dengan 

penjualan produk palsu. Semakin tinggi permintaan akan produk tersebut, 

semakin otomatis penjual akan berusaha menyediakan barang yang 

dibutuhkan konsumen untuk menghasilkan keuntungan. (profit oriented). 

Ini lalu dipertegas pada pertanyaan berikutnya yaitu pembeli lebih 

menentukan barang orisinil atau palsu. Jawabannya merupakan 173 

Responden lebih memilih produk palsu dibandingkan 28 orang yang 

memilih produk asli. Oleh lantaran itu, di sisi lain, lantaran konsumen 

memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk palsu, sulit untuk 

mencegah distributor menjual produk palsu. Penjual juga berpendapat 

bahwa ketika menjual barang palsu, barang tersebut menggunakan merek 

orang lain, jika konsumen menginginkan barang tersebut, dan mereka 

(penjual) yang menginginkan barang tersebut akan dirugikan ketika 

menyebarkan tanpa mempertimbangkan paparan langsung pemilik toko 

terhadap merek asli. . Faktornya, konsumen memilih produk palsu daripada 

membeli produk asli. 
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Jawaban dari responden yang berjumlah 188 dari 200 responden 

mengaku mendapatkan manfaat dari adanya barang tiruan /barang hasil 

pelanggaran merek yang di perjual-belikan di Jalan Mataram, Yogyakarta. 

Mereka yang kebanyakan adalah konsumen yang memiliki ekonomi 

menengah kebawah merasa dengan adanya barang tiruan yang tentu 

memiliki harga yang lebih murah di banding barang yang asli, tetap dapat 

mengikuti gaya hidup masyarakat masa kini yang cenderung berorientasi 

kepada merek-merek terkenal tanpa mempermasalahkan kualitas barang 

tersebut. Mereka juga berpendapat dengan memakai barang bermerek 

terkenal akan menambah kepercayaan diri dalam bergaul/bersosialisasi 

tanpa mempermasalahkan barang itu tiruan ataupun asli. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa konsumen lebih mementingkan harga dibanding kualitas 

suatu barang guna dapat mengikuti tren hidup masa kini. 

Hampir semua narasumber mengaku, misalnya lantaran ketersediaan 

produk palsu/pelanggaran yang banyak ditemui di Pasar di Jalan Mataram 

Yogyakarta, berdampak positif lantaran lebih percaya diri menggunakan 

produk bermerek populer. Jelas, sulit untuk membeli produk asli yang 

benar-benar dijual ke publik dengan harga yang sangat tinggi. Harga masih 

menjadi alasan utama orang mengandalkan produk palsu, dan penggunaan 

produk bermerek terkenal merupakan pujian tersendiri. Rasakan, apakah itu 

asli atau palsu. 

 Dalam hal penerapan aturan pelanggaran merek, lingkungan dan 

pengetahuan merek, peran warga negara menjadi konsumen tidak diragukan 
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lagi sangat penting. Respon positif atau dukungan warga merupakan 

sikap/pendapat/pendapat warga bahwa menjual produk palsu merupakan 

kejahatan yang harus ditindak tegas dan dihentikan. Masyarakat 

menekankan bahwa menjual produk palsu tidak hanya merusak citra merek 

yang dibentuk secara cermat oleh pemegang merek, tetapi juga merusak 

kondisi sosial dan ekonomi konsumen. 113 

Diyakini bahwa reaksi negatif atau perilaku destruktif meliputi: 

pendapat orang-orang yang mencurigai pelanggaran merek merupakan hal 

biasa. Pelanggaran merek tidak selalu merugikan konsumen. Kadang-

kadang pelanggaran merek menguntungkan konsumen lantaran konsumen 

dapat menggunakan produk merek populer dengan harga murah. Dalam hal 

ini, tentu sangat disayangkan bahwa jawaban negatif lebih baik daripada 

orang yang berpikiran positif. Orang-orang menggunakan ekonomi yang 

tepat menjadi salah satu pembatasan penegakan merek dalam menanggapi 

sifat konsumsi merek populer dan tidak didukung. Terkadang, konsumen 

ekonomi menengah ke atas cenderung membeli produk palsu daripada 

produk asli/asli. Menurut Anda mengapa Anda harus membeli barang yang 

lebih mahal ketika ada barang yang lebih murah? Misalnya, pikiran harus 

berhasil. Perubahan dan orang-orang dapat saling menghormati, sehingga 

dapat dikoordinasikan, dan perlindungan resmi dapat bekerja selaras dengan 

tujuan. 

                                                 
113 Ade Maman Suherman, “Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia,” 

Jurnal Hukum Bisnis 23,  No. 1 (2004): 59. 
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Selain kewajiban wajib, pemilik merek dagang secara alami berhak 

dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam litigasi 

timbal balik untuk menunjukkan hak dan kewajiban yang dijalankan dan 

dijalankan oleh pemilik merek dagang. Lantaran anda telah memenuhi 

semua persyaratan pendaftaran, Anda akan menemui kendala saat 

menerapkan di tempat:  

a. Penjual/ Pedagang 

Faktor pendidikan, pengetahuan, persepsi dan pengaruh 

merupakan faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap 

penjual agar dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (aturan positif) untuk menciptakan transaksi yang simultan. 

Pasar di Jalan Mataram Yogyakarta Masih ada beberapa 

penjual/pedagang yang belum mengetahui apakah menjual barang 

palsu/bajakan merupakan tindak pidana. Mereka berpendapat bahwa 

melanggar aturan akan menghukum produsen, bukan penjual. Mereka 

menciptakan kesinambungan, terlepas dari apakah mereka menyakiti 

pemilik merek dagang asli. Kurangnya kesadaran/kesadaran dan 

terbatasnya cakupan pelanggaran merek menyebabkan masih terjadi 

pelanggaran serupa.Prinsip memaksimalkan keuntungan dengan 

modal seminimal mungkin menjadi faktor lain. Inilah sebabnya 

mengapa penjual terus menyediakan produk palsu dari merek terkenal. 

Selain itu, keengganan pedagang untuk menggunakan merek sendiri 

juga menghambat upaya penertiban perdagangan produk palsu. 
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Tidak menutup kemungkinan bahwa penjual terkadang 

melakukan tipu muslihat yang mengatakan menjual barang Original 

Reject, padahal nyatanya menjual barang palsu. Hal ini termasuk 

penipuan yang terorganisir yang telah dilakukan penjual agar banyak 

konsumen yang berminat atas barang tersebut. 

Dalam semua agama pastinya mengajarkan agar tidak 

melakukan hal-hal yang kurang baik seperti menipu dan berbohong. 

Perbuatan yang kurang baik akan selalu mendatangkan sesuatu hal 

yang akan mempersulit dan merugikan diri sendiri. Apapun perbuatan 

yang dilakukan, termasuk menipu dan berbohong. Di Al-Quran ada 

banyak ayat yang sering membahas tentang dusta atau berbohong, 

salah satunya surat An-Nahl ayat 105 yang berbunyi: 

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah 

orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah 

pembohong.” 

Selain itu, Rasulullah juga menegaskan untuk umat-nya tidak 

berbohong. Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhuma, ia 

berkata:  

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah 

kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada 

kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan 

apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka 

akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh 

kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada 

kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan 

jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan 

dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong).”  
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b. Konsumen/ Pembeli 

Tentu saja, bagi sebagian konsumen yang memiliki pemikiran 

positif tentang proses membantu melindungi aturan merek, dengan 

perkembangan teknologi yang berkelanjutan, mereka sulit untuk 

menilai apakah itu asli atau palsu. Sulit membedakan yang asli dari 

yang palsu. Meskipun ini hanya konfirmasi penjual, namun dapat 

dijadikan pedoman bagi konsumen untuk memahami keaslian barang 

yang dibeli.  

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa ada tiga (tiga) jenis 

pedagang di antara warga, yaitu pedagang yang menjual produk asli, 

pedagang yang menjual produk palsu, dan pedagang yang menjual 

produk palsu tetapi mengakui bahwa produk tersebut sedang dijual. 

Ini merupakan produk asli. Jadi, tentunya akan sulit untuk 

menentukan lokasinya. Di sisi lain, masih banyak 

warga/konsumen/pembeli yang malah terus mendukung proses 

pelanggaran merek dengan terus-menerus membeli produk merek 

palsu, yang seharusnya tidak. Demi memenuhi gengsi, tren, dan 

penerimaan masyarakat saat ini, mereka lebih memilih produk palsu 

dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk asli. Harga 

produk bermerek jauh lebih tinggi.  

Misalnya, jika warga cenderung memilih merek pihak ketiga 

(dengan mentalitas label) yang tidak peduli dengan sumber produk, 

bahkan jika itu merupakan produk palsu, perilaku ini pasti akan 
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menjadi kendala dalam prosesnya. Aturan merek. Menurut warga 

setempat, hal ini akan menyebabkan permintaan yang besar akan 

produk palsu. Jika keadaan ini terus berlanjut akan merugikan 

kepentingan pemilik merek asli, misalnya mereka akan melakukan 

yang terbaik untuk mempromosikan merek mereka melalui kegiatan 

promosi yang mereka lakukan. Tentu saja mereka tidak bisa. Gunakan 

untuk waktu yang singkat. 

c. Pemegang Merek 

Pemilik merek dagang merupakan pihak yang terkena dampak 

serius dari pelanggaran merek dagang, terutama ketika digunakan 

secara komersial untuk menjual produk palsu kepada publik. Sulit 

untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran 

tersebut lantaran penjahat yang mengedarkan produk palsu tidak akan 

menyertakan bukti mereka sendiri dalam produk palsu yang mereka 

buat. Yayasan juga merupakan masalah inti, lantaran pelanggaran 

merek harus dilitigasi; litigasi membutuhkan banyak uang, dan itu 

tidak murah. Hal ini terkadang menyebabkan keengganan untuk 

memperbarui tema. Selain itu, pemilik merek cenderung percaya 

bahwa merek yang diwakili dalam situasi ini hanya akan menciptakan 

citra negatif publik/konsumen. Pada saat yang sama, efisiensi 

mempengaruhi proses pengendalian pelanggaran merek. Menurut 

pemilik merek, pelanggaran merek yang melanggar UU Pengaduan 

akan menyebabkan pengawasan tambahan wajib, dan lembaga 
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penegak hukum tidak boleh pasif. Kegiatan para pihak harus dapat 

meminimalisir dan mengurangi jumlah pelanggaran merek.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah penulis menarik 

beberapa buah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal Nike 

tidak terlindungi dengan alasan yang Pertama yaitu Pemegang Lisensi 

Nike di Indonesia yaitu Azam Fathoni tidak membuat aduan kepada 

pihak yang berwenang bahwa ada indikasi perlanggaran merek dagang 

terkenal Nike di Indonesia. Kedua, masih kurangnya pengawasan dari 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Kanwil 

Kemenkumham dalam bentuk sosialisasi kepada pedagang yang 

menjual barang- barang merek dagang terkenal Nike di Yogyakarta, 

karena marak sekali bertemu dengan pedagang yang mengaku menjual 

merek dagang terkenal Nike dengan kualitas Original tetapi dengan 

harga dibawah retail resmi Nike. Ketiga,  Persepsi mengenai indikator 

yang berbeda oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

untuk menolak ataupun mengabulkan merek yang didaftarkan apabila 

terdapat kasus seperti merek dagang terkenal Nike yang dapat 

menimbulkan kesesatan atau kesalahan publik (konsumen) dalam 

memilih produk akibat adanya dua merek yang beredar dipasaran 

yang memiliki persamaan serta adanya masalah yang dapat timbul 

baik untuk pemegang merek, konsumen, maupun pihak Direktorat 
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Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri sebagai pihak yang berwenang 

untuk menolak dan mengabulkan merek yang didaftarkan, apabila 

tidak adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai standarisasi 

pendomplengan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pihak yang 

berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual belum sepenuhnya 

melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan yang 

mengakibatkan masyarakat sulit membedakan barang tiruan dan asli 

karena masih banyak beredar luas barang- barang tiruan hingga sudah 

beredar di area mall mewah yang perlu diketahui bahwa diarea mall 

dilarang menjual barang- barang tiruan. Tidak hanya persoalan itu, 

terkadang pedagang yang menjual barang tiruan tidak mengakui atau 

berkata jujur mengenai barang dagangannya bahwa pedagang tersebut 

menjual barang- barang tiruan. Pelanggaran merek yang merupakan 

delik aduan menjadikan belum sepenuhnya ada pengawasan extra dari 

si pemegang merek untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang 

berwenang seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang seharusnya 

penegak hukum tidak bersifat pasif. 

2. Faktor hukum yang menyebabkan produk merek terkenal Nike di 

Indonesia tidak terlindungi secara hukum yaitu rapuhnya penegakan 

hukum serta kesadaran pemegang merek dalam kasus pemalsuan 

merek terkenal asing, perlindungan hukum sudah sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan yang 

seringkali terjadi, penegak hukum yang kurang optimal, sarana dan 

fasilitas yang kurang menunjang, lemahnya kesadaran hukum 

masyarakat, dan faktor ekonomi. Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

terhadap Pemegang Merek Dagang Nike tidak hanya dikarenakan 

adanya faktor hukum, tetapi ada Faktor Pemerintah dan Faktor 

Masyarakat dan Budaya. Pertama faktor Undang- Undang yang perlu 

kita ketahui bahwa pelanggaran merek yang diatur sesuai dengan 

Undang-undang No.20 tahun 2016 ini merupakan delik aduan yang 

dimana dalam Undang- Undang Merek tersebut tidak mengatur secara 

eksplisit terhadap Pemegang Merek, melainkan mengatur perihal 

barang dari merek tersebut. Kedua, faktor pemerintah dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual yang dimana minimnya tenaga atau staff ahli 

dalam bidang merek di dalam Kemenkumham  diakui menjadi 

kendala dalam proses pembinaan atau sosialisasi terhadap pelaku-

pelaku usaha yang berbuat curang dalam proses perdagangan yang 

dinilai tidak hanya merugikan Pemegang Hak Merek tetapi juga 

termasuk konsumen di dalamnya. Kurangnya pengawasan secara rutin 

ataupun berkala juga menjadi faktor penghambat proses perlindungan 

hukum merek. Ketiga, Faktor Masyarakat dan Budaya dari konsumen 

atau pembeli yang lebih memilih barang- barang merek tiruan dengan 
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harga murah demi sebuah gaya hidup (lifestyle), daripada membeli 

barang dengan kualitas original. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah penulis menarik 

beberapa buah saran sebagai berikut: 

1. Perlu pengawasan dan penegakan peraturan khusus kepolisian, 

penyidik negara (PPNS) dan kejaksaan, industri dan jasa komersial 

dan Kementerian Hukum dan HAM buat melakukan training aturan 

pada Kota Yogyakarta terhadap produsen, pedagang dan konsumen 

supaya bisa menekan nomor  pelanggaran merek dan pemerintah 

usahakan mempunyai ketentuan spesifik tentang merek populer asing 

sebagai akibatnya bisa lebih melindungi pemegang merek dagang 

Nike bila terjadi pelanggaran merek 

2. Peran aktif menurut pemegang merek Nike dan kerjasama 

menggunakan pemerintah melalui kepolisian dan Kementerian Hukum 

dan HAM terhadap pelanggaran merek menggunakan melaporkan 

adanya pelanggaran merek lantaran sifatnya pelanggaran hukum   

aduan. 

3. Masyarakat perlu dihimbau buat memakai produk pada negeri sebagai 

akibatnya produk lokal bisa bersaing menggunakan produk asing dan 

konsumen dihimbau buat sebagai konsumen cerdas pada membeli atau 

memakai barang. 
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FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL NIKE DI INDONESIA 

Pedagang di Kawasan Toko Mataram 

Identitas Responden : 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah anda mengetahui produk- produk 

yang Anda jual Produk Asli atau Palsu? 

Ya Tidak       Tidak Memilih Alasan : 

2 Apakah anda mengetahui undang- undang 

Merek dan Indikasi Geografis? 

Ya Tidak      Tidak Memilih Alasan : 

3 Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi 

Undang- Undang Merek No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

Pernah Tidak Pernah      Tidak Memilih Alasan : 

4 Apakah dalam penjualan barang. Pihak 

pedagang memperhatikan mengenai 

Undang- Undang Merek yang berlaku? 

Ya Tidak      Tidak Memilih Alasan : 

5 Apakah anda mendapat manfaat dari 

menjual barang palsu? 

Ya Tidak      Tidak Memilih Alasan : 

6 Apakah anda bisa membedakan barang asli 

atau palsu? 

Ya Tidak  Tidak Memilih  Alasan : 

7 Apakah dalam penjualan. Anda 

memberitahukan kepada pembeli mengenai 

barang palsu? 

Ya, Setuju Tidak Setuju      Tidak Memilih  Alasan : 

8 Apakah pernah ada rajia yang dilakukan 

oleh penegak hokum? 

Ya, Pernah Tidak Pernah     Tidak Memilih Alasan : 

9 Setujukah jika peredaran barang palsu 

dihentikan? 

Ya, Setuju Tidak Setuju     Tidak Memilih  Alasan : 

10 Apakah anda mengetahui bahwa menjual 

barang palsu adalah pelanggaran? 

Ya, Tau Tidak Tau     Tidak Memilih Alasan : 

11 Apakah anda mengetahui ada sanksi 

menjual barang palsu? 

Ya, Tau  Tidak Tau  Tidak Memilih  Alasan : 

12 Bila anda mengetahui menjual barang palsu 

melanggar hokum, mengapa anda masih 

tetap menjual barang palsu? 

Banyak Permintaan  

Semua sama 

 Tidak Memilih  Jelaskan : 

Keuntungan yang 

besar 

13 Dari mana biasanya anda mendapatkan 

barang palsu? 

Jelaskan : 

14 Bagaimana cara membedakan barang asli 

atau palsu? 

Jelaskan : 

Jenis Barang yang diminati 

1 Pakaian (Baju) Zara 

Levis 

Hermes 

Lain-Lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

2 Pakaian (Celana) Wrangler 

Polo 

Dickies 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

3 Topi Adidas 

Converse 

Nike 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

4 Tas Channel 

Coach 

Louis Vuitton 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

5 Jam Tangan Rolex 

Alba 

Rip Curl 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

6 Sepatu Sendal Adidas 

Converse 

Nike 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

7 Sepatu Olah Raga Adidas 

Converse 

Nike 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  
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FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL NIKE DI INDONESIA 

Pedagang di Kawasan Toko Mataram 

Identitas Responden : 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Pernahkah anda membeli barang palsu? Pernah Tidak Pernah Alasan : 

2 Anda lebih memilih Barang Asli/Palsu? Asli Kw/Palsu Alasan : 

3 Apakah anda mendapat manfaat dari membeli barang palsu? Ya Tidak Alasan : 

4 Apakah anda dapat membedakan barang asli atau palsu? Ya Tidak bisa Alasan : 

5 Apakah anda mengetahui tentang Undang- Undang Merek? Ya Tidak Alasan : 

6 Apakah anda pernah mengalami masalah hokum ketika 

membeli barang palsu? 

Ya Tidak Alasan : 

7 Apakah anda setuju bila peredaran barang palsu dihentikan? Ya, Setuju Tidak Setuju Alasan : 

8 Dimana biasanya anda membeli barang palsu? Pasar 

Mall 

Online Shop 

Lain-lain 

Sebutkan : 

9 Seberapa sering anda membeli barang palsu? Kadang- Kadang Sering Alasan : 

10 Alasan menggunaakn barang palsu? Harga Terjangkau 

Terpaksa 

Mengiktui Tren 

Tidak Memilih 

Alasan : 

Jenis Barang yang diminati 

1 Pakaian (Baju) Zara 

Levis 

Hermes 

Lain-Lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

2 Pakaian (Celana) Wrangler 

Polo 

Dickies 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

3 Topi Adidas 

Converse 

Nike 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

4 Tas Channel 

Coach 

Louis Vuitton 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

5 Jam Tangan Rolex 

Alba 

Rip Curl 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 

6 Sepatu Sendal Adidas 

Converse 

Nike 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  
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7 Sepatu Olah Raga Adidas 

Converse 

Nike 

Lain- lain 

Asli 

Palsu 

Sebutkan :  

 



 

135 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL NIKE DI INDONESIA 

 

Informan : Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum 

dan HAM Kantor Wilayah Kota Yogyakarta 

Pengantar :  

  Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

Perlindungan Hukum terhadap merek terkenal Nike di Indonesia, dalam praktiknya di Yogyakarta, 

Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. 

Identitas informan :  

Nama   :  

Jabatan   :  

Masa Kerja  :  

Pendidikan Terakhir :  

Tempat Tgl lahir  :  

Alamat/Tlp.  : 
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1. Bagaimana perlindungan hokum merek terkenal dan merek terkenal asing yang ada di Indonesia? 

Apa yang membedakannya ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hokum bagi suatu merek yang telah terdaftar khususnya merek 

dagang terkenal asing ? 

3. Apakah perlindungan hokum tersebut sudah sesuai dengan yang tertera di Undang- Undang 

Merek? 

4. Menurut Anda apakah pemegang hak merek, hak nya sudah terlindungi/ terpenuhi? 

5. Menurut anda apa factor pelanggaran merek sehingga rapuhnya penegakan hokum? 

6. Pihak mana saja yang harusnya turut serta melindungi perlindungan hokum merek selain Ditjen 

HKI? 

7. Pihak mana saja yang dirugikan dalam pelanggaran HKI khususnya terhadap peniruan/ pemalsuan 

merek dagang? 

8. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak terkait dalam hal ini Ditjen HKI untuk mencegah 

peniruan merek dagang terkenal asing di Jalan Mataram, Yogyakarta? 

9. Bagaimana penanganan pemberatasan peredaran barang palsu? 

10. Pernakah pihak Ditjen HKI memberikan penyuluhan terhadap pedagang yang menjual merek    

 palsu? 

11. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan perlindungan merek terkenal asing? 

12. Langkah apaa saja yang ditempuh Ditjen HKI untuk mengatasi bambatan- hambatan yang timbul  

 tersebut? 

13.  Ada berapa jumlah data merek dagang terkenal yang masuk dalam Pengarsipan Ditjen HKI? (5  

  tahun terakhir) 

14.  Apakah sudah pernah terjadi pelaporan dari pihak pemegang merek yang merasa dirugikan? 

15.  Bila pernah terjadi, Jalur yang ditempuh dalam sengketa merek? 
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16.  Apa sajakah peran pemerintah daerah khususnya Ditjen HKI dalam menangani masalah peniruan  

  merek? 

17.  Apa Ditjen HKI membantu menangani apabila terjadi pelanggaran merek dagang asing? 

18.  Apa factor penghambat penanganan sengketa merek dagang terkenal asing? 

19.  Bagaimana langkah pemerintah dan Ditjen HKI untuk mencegah terjadinya pelanggaran suatu  

  merek? 

20.  Apa sanki Pedagang yang menjual merek palsu? 

21.  Selain Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, pengaturan apa saja yang melindungi  

  merek terkenal asing? 

22.  Bagaimana peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penegakan hokum,   

  Prosedurnya? 

23.  Saat ini banyak sekali terjadi kasus pembajakan terhadap merek palsu terhadap merek terkenal  

  asing yang dengan bebas dijual di pasar- pasar, Bagaimana tanggapannya?



 

138 

 

Curriculum Vitae 

Penulis Pertama 

Nama Lengkap  : Doni Prasetio 

Tempat Tanggal Lahir : Singkawang, 10 April 1999 

Agama    : Islam 

Alamat Rumah : Jalan Cendrawasih No.3 , RT01/RW01 Kelurahan  

  Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota  

  Singkawang 

Alamat Email   : 21912011@students.uii.ac.id 

Pendidikan   :  

S1    : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

S2     : Universitas Islam Indonesia 

S3     : - 

Profesi    : Mahasiswa 

Riwayat Pekerjaan   : Mahasiswa  

 

 

Dosen Pembimbing 

Nama Lengkap  : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum 

Tempat Tanggal Lahir : - 

Agama    : Islam 

Alamat Rumah : 

Alamat Email   : budiagusr@uii.ac.id 

Pendidikan    

S1  : Universitas Islam Indonesia 

S2    : Universitas Islam Indonesia 

S3     : Universitas Gadjah Mada 

Profesi    : Dosen 

Riwayat Pekerjaan   : Dosen Fakultas Hukum UII 

 

 


